KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM
DALAM PERSEROAN TERBATAS

TESIS

HENNY TRISIATY
0706176681

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2669

i ..xgﬁe«::&’? 2 ‘.i‘.lv’; _,f, % v§

oGRS TDGNERIA |,




HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karva sayva sendin,
Darn scrmua sumber baik vang dikulip maupun dimujuk

Telsh saya nyatakan dengan benar.

Narpa :  Henny Trisiaty
NPM . 0706176681 ..
Tanda Tangan ‘h/‘

Tanggal : 14 Juk 2009

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



it

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama :  Henny Trisiaty

NPM : 0706176681

Program studi . Magister Kenotaniatan

Judul Tesis : Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Sabam

dalam Perseroan Terbatas
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sehagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing . Fathiah Helmi, 8. H.

Penguii

Penguji : Arikanti Natakusumah, S.H.

Ditetapkan di:  Depok
Tanggal : 14 Juki 2009

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



i

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-

Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Pepulisan tesis ini dilakukan dalam

rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan

pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dani berbagai pihek, dad

masa perkulizhan sampal pads penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya

untek menyelesaikan tesis i Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih

kepada:

(1).

@

(3.

4.

(%)

Tou Fathtah Helmi S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan
waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis
ini, serfa tclah memberikan ilma tentang pembuatan akta Perseroan
Terbatas;

Bapak Dr. Drs. Widodo Survandono, S.H., M, selaku Ketua Sub.
Program Magister Kenolanatan Fakultas Hukoem Universitas Indonesia, dan
selaku Ketua Tim Penguji dalam rangka saya mempertabankan tesis ini;

Thu Arikanti Natakusumah, S H,, selaku Anggota Tim Penguii tesis dan juga
sclaku dosen yang mengajari saya dasar-dasar teknik pembuatan skt
Notaris;

Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, yang telah membuat flmu sebagai pefita hati,
atas segala pengetahuan, bimbingan, dan bantuannya. Tak lupa pula Penulis
mengucapkan penghargaan yang setingi-tingginya kepada seluruh civitas
akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
Teman-teman MKn 2007: Amalia, Sintya, Vita, Clandia, Asirna, dan yang

lainpya yang telah memberikan bantuan dan suzsana  kulizh  yang

menyenangkan;

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



(6).

(7).

(&}

o).

Alm. Hj. Ansyuria Syukrie dan H. Subaimi Umar (kedus orang tua Penulis
vang Penulis sayangi, semoga Allsh SWT memberikan kesehatan dan wmur
vang panjang untuk Papa); Iwan Syaferi, Marfi Hendariin, Alex Suher,
Erly Yulia (Absng dan kakak Penulis, atag segala kasih savang, dukungan
dan perhatiannya), EBlita, Guruh Jaya Saputia, Evi Sustawati, Irwan
Permana (Abang dan Kakak ipar Penulis atas segala dukongan, perhatian
dan pinjaman bukunya); Cherry, Ahmad, Lala, Keysa, Jelita, Alfi, Vio,
Endi, dan Kevin (keponakan Penulis, semoga kalian sukses di masa yang
akan datang, doa minan selalu menyertai); Dset, my beloved cousin ever.
Dewi Rasti {Tbu mertua Penulis, semoga Allah 8WT memberikan kesehatan
dan umur yang paniang untuk Ibu); Mbak Murmni, Mbak Rahma, Mbak
Mirel, Mas Tamar, Mbak Sri, Mbak Ti, Mas Di, Rosa (kakak-kakak dan
adik ipar Penulis),

Yuliwanto dan Alby Alevia Trisnayuny {suami dan ananda Penulis, atas
sepalz bantuan, dukungan, dorongan, pengertian, cintax dan sayengnya,
kepada mereka tesis ini Penulis persembahkan, more than words can sayh
Semua pihak yang tidak disebutkan satu per sate dalam tesis ini (anpa
bermaksud mengurang penghormatan dan penghargaan Penolis).

Akhir kata, Penulis berharap Allsh SWT berkenan membalas segala kebatkan

semua pihak yang telah membantu, Semoga tesis inl membawa manfaat bag

perkembangan Himu pengetahuan.

Depok, 14 Juli 2009

Pennlis

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Henny Tnsiaty

NPM : 0706176681

Program studi : Magister Kenotariatan
Fakultas :  Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royally-
Free Right) atas karya 1lmiah saya yang berjudul:

Kedudukan Suami Istn sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal 2 14 Juli 2009
Yang Menyatakan

hwmss

(Henny Trisiaty)

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



vi

ABSTRAK

Nama » Henny Trisiaty
Program Studi © Magister Kenotaniatan
Judul : Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam

Perseroan Terbatas

Persercan Terbatas diduikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peganjian,
Perjanjian dapat dilakukan oleh setisp orang yang telah memenuhi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan cleh Undang-Undang. Dalam svatu
Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemepang Saham yang merupakan
pasangan suami istn, Pokok permasalahan dalam penelitian 1 adalab kedudukan
suami 15t sebagar Pemegang Saham dalam Persercan Terbatas, peran Notars
dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham
dalam Perseroan merupakan suamni istri, dan penerapan ketentuan pengaturan
kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini
dilakulcan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni
memberikan  gambaran  yang lengkap dan jelas mengenat  pokok-pokok
permasalahan, schingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai
Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dan ada atau tidakinya
perjaniian kawin, apabila terdapat peranjian kawin diluar persekutuan harta
benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeds, dan
oleh karens itn mereka dapat mendinkan Perseroan Terbatas tanpa harus
mengikuiseriakan prhak kefiga secbagai Pemegang szham, sehaliknya apabila
mercka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda,
berarti mereka mcrupakan sate kesatuan yang tidak ferpisahkan, maka untuk
mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga
schagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluban
hukum mengenal kedodukan suami istrl tersebut sangat diperlukan, agar pada
komparnisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Kata kunci:
Pernegang Saham, suam st perseroan terbatas
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ABSTRACT

Name : Henny Trisiaty
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : The Capacitics of Husband and Wife as the Sharehoiders in a

Limited Liability Company

A Limited Liability Company 13 gstablished by two or more persons based on an
agreement. The agreement can be entered inta by anyene who has complied with
the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by
the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of
Sharcholders who are husband and wife. The subject matter in this rescarch is the
capacities of husband and wife as the Sharcholders in a Limited Liability
Company, the role of Notary in the drawing up of 2 deed of establishment of a
Limited Liabihty Company in the case the Sharcholders in the Company are
husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of
capacities of husband anmd wife in the Articles of Association of a Limited
Liability Company. This research is carried out based on explanatory library
research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject
maiters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary
legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the
Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence
or non-existence of prenuptial agreement, if there is 4 prenuptial agreement with
separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different
subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company
without having fo invelve 2 third party as the other Sharcholder, on the other
hand, if they got mamed without the existence of any prenuptial agreement with
separation of assefs, it means that they constitute one inseparable union, then, in
order fo establish 2 Limited Liability Company, they must involve a third party as
another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in
providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is
very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in
the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in
accordance with the prevailing statutory regulations.

Key words:
Shareholders, husband and wife, limited liability company
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan
dengan perckonomian dunia, majunya perekonomian dunia mendorong
Indonesia untuk terus berupaya mempertahankan, mengembangkan, dan
memperbarui  sistem  dan sarana penunjang majunya perekonomian
Indonesia. Salah satu sarana penunjang perekonomian Indonesia yang
paling penting adalah tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan
mengendahkan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi.

K.etentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas merupakan salah
satu materi hukom yang diperfukan dalam menunjang pembangunan
ckonom. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memupakan
persekytuan modal, didirikan berdasarkan pegjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya ferbagi dalam saham dan
memenuhi persyaraian yang ditctapkan dalam Undang-undang,

Seiring dengan iklim dunia usaha yang semakin berkembang,
Perseroan Terbatas merupakan salah satm bentuk badan ussha  yang
diminati, hal ini dikarengkan banyak keuntungan vang di dapat dar
Perseroan Terbatas antara lain karens Perseroan Terbatas dianggap paling
mampu  mengikuti dan  mengantisipasi berbagai perkembangan dan
pertumbuhan bidang ckonomi yang bergerak dengan cepat, selam itu
pendirian suatu Perseroan Teorbatas merupakan sarana untuk mengalibkan
resiko dalam berusaba, vaitu resiko pertanggung jawaban atas nama pribadi
menjadi resiko pertanggungjawaban atas nama Persercan sebagaimana
dapat dikutip dan 151 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ({selanjutnya Undang-Undang Nomor 40
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Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut Undang-Undang Perseroan
Terbatas) yaitu: "Pemegang Saham dalam Persercan tidak bertanggung
Jawab secara pnbadi atas perikatan vang dibuat atas nama Perseroan dan
tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi  saham
miliknya™.

Ketentvan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas
i mempertegas ciri dan Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya
bertanggung jawab sebesar setoran atas selurch saham yang dimilikinya dan
tidak meliputi harta pribadinya.

Secara garis besar Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang
mempunyal sifat dan cirt yang bexrbeda dengan badan usaha fainnya, vaitu
sebagai berilmt*:

a.  sehaga asosiast modal;

b.  kekayzan dan hutang Perseroan Terbatas adalah terpisah dan
kekayaan dan hutang Pemegang Saham;

¢.  Pemegang Saharn:

1. bertanggung jawab hanya pada apa vang disetorkan atau

tanggung jawab terbatas;

#.  fidak berfanggung jawab atas kerugian Perserosn Terbatas

melebihi nilal saham yang telah diambilnya;

itl. tidak bertanggung jawab pribadi atas perilcatan yang dibuat atas

naina Perseroan Terbatas;

iv. adanya pemisahan wewenang antara Pemegang Saham, Direksi,

dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas;

v.  Memiliki Dewan Komisaris vang berfimgsi sebagai pengawas.

Tetapi Pemegang Saham dapat berfanggung jawab pribadi bila terjadi
atau telah melakokan hal-hal df bawah ind”

a.  persyaratan Perseroan schagar badan hukum belum atan tidak

terpenuhi;

"ndonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, U No. 40, LN No. 106 tahun 2007,
TLN No. 4758, Ps. 3 ayat {1).

? Yohanges Tbrahim, Hukum Orgavisasi Perusabann, Cet . I, (Bandung:Refika Aditama,
2006), BimAl-41,

* tmdonesia, Undang-Undang Perseroun Torbatas, op.cit,, Ps. 3 ayat {2},
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b.  pemegang saham yang bersangkutan balk langsung maupun tidak
langsung dengan itikad burnk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;

¢. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan  hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d.  pemegang sabam yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
fangsung secara melawan hukum menggunakan kekayazan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Persercan menjadi tidak cukup untuk
melunast utang Perseroan.

Berkaitan dengan banyaknya pihak vang bemninat unitvk mendirikan
Peorseroan Terbatas, tentulah pihak (pihak) tersebut harus memenuhi syarat
sebagat subiek hukum vyaits pihak yang dapat atau cakep melakukan
porhuatan hukom atav melakukan tindakan perdata atau membual perikatan.

Manusiz sebapai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat
mempunyai kedudukan dan peranan terientu sebagal bentuk pergaulan
hidup®. Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia sendiri atas
kapasitasnys yang ada. Barangsiapa memihki sesuatu yang dihargai, maka
orang terscbut aken ditempatkan pada kedudukan yang tinggt dalam
masyarakat, Apabila hal ini dikembangkan menjadi suatu sistem fersendini
dalam masvarakat, maka timbullah sistem stratifikasi sosial. Stratifikas
sosial ite, merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial
secara bertingkat, atas dasar kekuasaan, kekayaan maleri, pendidikan,
kehormatan dan sebagainya.

Dikaitkan dengan kedudukan dan peranannya sebagai manusia, maka
kedudukan merupakan suam wadah atau rangkuman hak dan kewajiban.
Hak merupakan suatn wewenang untuk melakukan suatu atau tidak
melakukan sesuatn, dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan
atau lebil tepat peranan yang diharapkan (“ideal rele”, “expected role™).

Suaty kewajiban, merupakan beban atau tugas pada sescorang untuk

* Swerfono Soekante, Pribadi don Masyeroke:, (Bandung: Alumni 1983}, him 9.
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melakukan atan tidak melakukan sesuatu, di dalam sosiologi, kewajiban

juga disebut sebagai peranan atau peranan yang diharapkan’,

Dalam pemenuhan berbagai kepentingan manusia, terdapat dua unsur
yang terpenting yaitu kemampuan (ability) dan motivasi®.

Kemampuan (abifity) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk
mengerjakan berbagat fugas dalam suatu pekensan. Kemampuan-
kemampuan keselurohan dari seorang individu pada hakekainyas tersusun
dari dua faktor yaitu kemampuan intelektval dan kemampuan fisik,
Selanjuitnyz unfuk mencapai kepentingannya menuntut motivasi  dari
masing-masing individu untuk menunjukkan kemampuannya mencapai
prestasi tertinggi pada bidang-bidang tertentu.

David Me Cleland dalam  bokunya The Achieving Sociery,
menyatakan teotinya tentang “need for achfevemen?” ataw “kebutuban untuk
berprestasi” dimanifestasikan dalam beberapa pola hidup’, yaitu:

1. Dorongan selalu untuk mengambil resiko (risk-raking). Dalam konteks
bisnis, misaloya, kaum wirausaha terdorong untuk melakuken prediksi
bahkan spekulasi dalam menentukan besar kecilnya segmen pasar
vang akan diambil dan daya beli pelanggan potensial. Taotangan
terbesar bagi para investor adalah bagaimana mengambil keputusan
vang tepat di dalam kondisi yang serba tidak pasti, Untuk itulah sikap
berani mengambi! resiko meyjadi sangat dibutuhken,

2. Kemauan untuk bekerja keras dalam upaya mencapsi suafu tujuan.
Dalam pengamatan Mc Clelland, individe dengan need for
achievement mempunyal kecenderungan bekerja lebih keras uniik
menghadapi tantangan dalam pekerjaan jika dibandingkan dengan
kelompok orang yang biasa-biasa saja;

3.  Kecenderungan untuk memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang
tinggi. Karakter utama pengusaha adalah rasa tanggung jawab yakni

kesediaan mereka untuk memikui secara pribadi kesuksesan maupun

* Rosgono Sockento dan Otje Salman, Disipliy Hulum den Disiplin Sosiel, (Iskarta:
Hajawali Pregg 1996}, him ¥,

# Johannes Thrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, op. cit, blm. 17,

“Bob Sugeng Hadiwinats, Poliitk Bisnis Internasionsl, {Yogyakarta: Kanisius, 2002}, him,
1053.104.
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kegagalan yang dialami oleh institusi dimana mereka bekerja. Maka

seseorang dapat dilihat sifat kewirausahaanya dengan melibat pada

tangeung jawab mereka di dalam proses pembuatan keputusan.

4. Dorongan untuk memperdalam pengetahuan teatang tujuan-tujuan
kengkret ontuk suate kegiatan yang diperlukan dalam rangks
penyusunan target. Untuk menjamin kesuksesan, sebuah perusahaan
harus memilikt tujuan-tujuan yang kongknt dan didefinisikan secara
jelas. Hanys dengan cara indlab pengusaha dapat menerjemahkan
konsep-konsep bisnis ke dalam kegiatan-kegiatan prakiis. Maka,
sescorang dengan kapasifas kewirausahaan harus mengetahui fujuan-
tujuan konglrel unit usaha yang dipimpinnya seperti muisalnya jumliah
keuntungan dan volume penjualan yang ditargetkan.

5. Pengusaha dengan need of achievemen: biasanya memiliki nahui dan
kapabilitas untuk membuat rencana jangka panjang dan cara
mengorganisast perusahaan yang dipimpinnya. Pengusaha yang
sukses senngkall dikaitkan dengan kemampuannya dalam melakikan
antisipasi, menemukan alternatif-alternatif tindakan dan memprediksi
konsekuensi-konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibuatiya.
Berdasarkan kelima pola hidup tersebut Mc Clelland mencoba

menjelaskan suate lingkungan psikologis yang mempengarubi perilaku

mndividu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada akumulasi
keseishieraan dan pertumbuban ekonomi.

Demikian halnya juga dengan scorang suami dan seorang  istri,
berdasarkan kemampuan dan motivasi yang mereka miliki, mereka sebagai
subjek hukum ingin mengembangkan din, oleh karena itu mereka
mengaktualisasikan kemampuan dan motivasi dengan mendirikan Perseroan
Terbatas sebagal bentuk dari kebutuhan untuk berprestasi.

Keberadaan Perseroan Terbatas harus melalui proses yang benar dan
sah sesuai depgen peraturan vang berlaku. Lahir atau berdirinya suatu
Perseroan Terbatas bharus memenuhi syarat-syaral ferfentu yang telah

ditetapkan sebelumnya cleh Undang-Undang.
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Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perscroan Terbatas menyataken
bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, kemudian di dalam
pasal penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “orang”
adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau
badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam avat ini menegaskan
prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Persercan Terbatas
bahwa pada dasarmnyz sebagal badan hukum, Perseroan  didirikan
berdasarkan perjaniian, karepa ity mempunyat lebih dari satu orang
pemegang sabam, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendiri soate
Persercan Terbatas paling sedikit harus terdin darni dua orang ataupun badan
hukum, pengecualian hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara
yang berbentuk Perseroan Terbatas®,

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang vang merupskan
pasangan suami istii. Netariz harus mengkiarifikasi suami st tersebut
membuat peganglan kawin sebelum melangsungkan perkawinan mereka.
Kalan mereka membuat perjanjian kawin, berarti suami istri ilu secara
hukum memiltlkd harta secara terpisah atas seluruh hartanya sehingga suami
istri fersebut masing-masing berhak bertindak masing-masing  secara
terpisah sebagal pendin suats Perserosn Terbatas, karena masing-masing
berfindak sebagai subjek hukum yang mandini dengen harta kekayaannya
sendinl-sendiri secara terpiszh.  Sebaliknya apabila vang bersangkutan
menikah fetapl tidak membuat suatu perjanyian kawin, maka mereka sebagai
svami istrlt merupakan satw pibak (bukan dua pihak) karena terjadi
persekutuan harta, dan sudah tenfu tidak memenuhi syarat sehagai pendiri
suatu Perseroan Terbatas.”

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh lebth dan dua orang, tetapi
diantara para pendin tersebut terdapat pasangan suami istri yang menikah
tidak dengan membuat perjanjian kawin, artinya secara konkrit dapat
dihitung bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh lebih dari dua orang, akan

tetapi apabiia kita melibat status suami-istri tersebut sebagai seami istri

*tadonesia, {indong-Undang Persercan Terbatas, op.cit., Ps2.
.G Ral Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas, Cet . 1, {Jakarta: Pradnya Paramita,
1594}, him 34,
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yang menikah tanpa perjanjian kawin, berarti dapat disimpulkan
berdasarkan keterangan di atas, bahwa suami istri tersebut dianggap sebagai
satu pihak, dan tentunya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai
kedudukan suami istri tersebut dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan
Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang mengkonstatir semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan para penghadap dalam mendirikan Perseroan
Terbatas sudah seharusnya memahami kedudukan para penghadap tersebut,
dalam hal penghadap bertindak untuk diri sendiri, bertindak secara
bersama-sama, dan/atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan
sebagai Direktur yang mewakili sebuah Perseroan Terbatas. Keharusan ini
adalah mutlak, karena segala apa yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar
merupakan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan semua
pihak di dalam menjalankan Perseroan Terbatas.

Sebagai contoh, di dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham, penghitungan suara dalam kourum kehadiran dan kourum keputusan
diperoleh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir/diwakili.
Penerapan Ketentuan ini akan menjadi sulit apabila tidak dijelaskan terlebih
dahulu mengenai kedudukan suami istn tersebut yang bertindak secara
sendiri-sendir, bersama-sama, atau salah satu pihak bertindak berdasarkan
penunjukan sebagai wakil dan suami istni tersebut, begitu pula daiam hal
pengambilan  suara,  bagaimana  apabila  terdapat  perbedaan
pendapat/perbedaan suara antara pasangan suami isiri tersebut, tentunya hal
ini harus dipikirkan oleh Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam
proses pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang
salah satu pemegang sahamnya adalah pasangan suami istn tanpa perjanjian
kawin.

Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian
Perseroran Terbatas seharusnya sudah dapat memikirkan hal di atas dan
tidak hanya berhenti pada pemikiran bahwa Perseroran Terbatas sudah dapat
berdiri setelah dipenuhi ketentuan pendin suatn Perseroan Terbatas paling

sedikit harus terdin dan dua orang atau badan hukum tanpa memikirkan
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lebih lanjut bagaimana konsekuensi pengaturan Kketentuan mengenai
kedudukan suami istri (tanpa perjanjian kawin) tersebut dalam Anggaran
Dasar suatu Perseroran Terbatas.

Dalam Perseroan Terbatas terdapat banyak kebutuhan dan
kepentingan, baik kebutuhan dan kepentingan pribadi masing-masing
maupurn kebutuhan dan kepentingan antar pribadi, untuk itu pengaturan hak
dan kewajiban masing-masing pihak dalam anggaran dasar Perseroan
Terbatas haruslah dengan jelas dan benar ditentukan.

Mengingat banyaknya kebutuhan dan kepentingan yang terdapat
dalam suatu Perseroan Terbatas, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak
mustahil terjadi konflik antara sesama manusia, dikarenakan
kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila
dalam melaksanakan kepentingannya merugikan kepentingan orang lain,
oleh karepa itu agar kepentingan-kepentingan masing-masing pihak tidak
terganggu, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus
dicegah dan diantisipasi sebelumnya.

Penulisan ini menganalisa permasalahan yang mungkin akan
dihadapi oleh Perseroan dikarenakan terdapatnya kelalaian dari Notaris
dalam memahami kedudukan suami istri yang menikah tanpa perjanjian
kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Kelalaian ini
merupakan hal yang fatal, dikarenakan dengan adanya kelalaian tersebut
maka hak dan kewajiban para pihak yang tersebut di dalam akta tidak dapat
dilaksanakan.

Etika hubungan sesama rekan Notaris mengajarkan bahwa sebagai
sesama pejabat umum, Notaris harus saling menghormati dalam suasana
kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa Notans tidak mengkritik, menyalahkan
akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau
masyarakat. Penulisan tesis ini tidaklah bermmaksud untuk mengkntik atau
menyalahkan akta yang dibuat oleh Notaris yang membuat akta pendinan
PT X, melainkan bertujuan untuk menghimbau para Notaris untuk selalu
mengikuti perkembangan dan terus menambah ilmu pengetahuan. Sudah

scharusnya Notans memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum hukum
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kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik-baiknya agar
masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan

sebagal magyarakat,

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampatkan

schelumnya, penmasalahan yang akan dibzhas dalam penelitian mi adalah:

1. Bagaimanakeh pemsahaman kedudukan suami isiri sebagai pemegang
saham dalam Perseroan Terbatas?

2. Bagaimanakah peran Notaris dalam hal Pemegang Sabam dalam
Perseroan Terbatas merupakan suam: istri?

3. Bagaimanakah penerapan pengaturan kedudukan suami st sebagal

Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

1.3. Metode Penelitian

Penulisan hukum di dalam penelitian tesis ini, merupakan penelitian
hukum  secara normatif bersumberskan kepada sistematika peraturan
perundang-undangan yang merupakan sumber hukum tertulis', yaitu
terhadap aturan-aturan hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perkawinan
nasional berupa kegiatan ibmiah yang senantiasa harus dilakukan, dalam
artian hukum scbagai svatu kaidah atan norma berupa fata hukum dar
hukur positif di Indonegsia.

Penelitian imi mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang
berfakn bagi Persercan Terbatas, dan haria dalam hukum perkswinan
nasional berdasarkan penelitian kepustakaan {(fibrary research), yailn
penelitian terbadap data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini dilakukan
berdasarkan peneliban kepustakaan yang bersifat cksplanatons, yakni

memberikan gambaran vang lengkap dan jelas mengenal pokok-pokok

"Qoerjone Sockanto, Pengantar Penelition Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), him. 252-264
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1.4.

i0

permasalahan, selanjutnya dipilih sebagai teknik pengumpulan data berupa

data-data dalam '

I

Bahan hukom primer, vaity bahan-bahan hulcurn yang mengikat di
Indonesia, yang terdin dari {a) Norma dasar, (b) Peraturan dasar, {¢)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, {d) Undang-Undang, ()
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang, {e¢) Peraturan
Pemerintah, (f) Keputusan Presiden, (g) Peraturan Daerah, (h) Bahan
hukum yang tidak dikodifikasikan, (i) Yurisprudensi. (j} Traktat, (k)
Peraturan darl zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku,
Bahan hukum sckunder, yaifu bahan-bahan vang memberikan
informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta
implementasinya, contoh: Rancangan Undang-Undang, laperan
penclitian, artikel thmiah, buku, makalsh berbagal pertemuan timiah,
laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penielasan terhadap sumber primer atae sumber sekunder,
conioh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk,
buku tahunan, cnsiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan
pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan data,

kemudian semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun

secara sistematik dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat diperoleh gambaran

serta pendapat yvang komprehensif mengenai penyelesatan permasalahan

yang dibahas.

Dalam menganalisa datz penelitian ini dipergunakan metode analisa

kualitatif techadap data sekunder,

RNistematika Penolisan.

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis vang terdini dari tiga

bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagal berikut:

" 80 Mamwdii, et al. Metode Penelition Dan Penulisan Huloum, (Jakarta: Badan Peverbit

Fakulas Huokum Universitas Indonesia, 20053, him, ,30-31.
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BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar
belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang
berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian
dan gistematika penulisan.

BARB II mengenai pemahaman kedudukan suami istri dengan dan
tarpa perjanjian kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas,
Peran Notarls dalam pendirian Perseroan Terbatas vang pemegang
sahamnya merupakan suami 1strl, dan bagaimana penerspan pengaturan
kedudukan suami istri tersebut sebagai Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas. Bab il menguratkan fentang pemahaman
pengaturan harts perkawinan berdasarkan sisten hukum di Indonesia
sehinggza darl pemahaman tersebut dapat diketahui bagaimana kedudukan
suami istri tersebut  sebapai pemegang saham dalam Persercan Terbatas,
selingga kemudian dapat dipaparkan mengenai pendapat bagaimana
seharusnya pengaturan kedudukan swam: istn ssbagal pemegang saham
tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

BAB I mempakan penutup yang benst kesimpulan yang diperoleh
dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan

dalam penelitian penulisan tesis im, termasuk berisi saran dar Penulis.
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BAB 2

PEMAHAMAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PEMEGANG

2.1.

SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

Pengertian Perkawinan dan Akibat Perkawinan terhadap Harta
Kekayaan dalam Perkawinan

Pembahasan mengenal akibat perkawinan terhadap harta kekayaan
suami 1stri dalam perkawinan haruslah dimengerti terlebih dahulu mengenai
pengertian dari perkawinan. Perkawinan yang jalani seseorang merupakan
suatu pernistiwa hukum yang berdampak pada harta kekayaan suami istri
tersebut.

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam
lalu lintas hukum. Kehidupan manusia terus berkembang, dalam perjalanan
hidupnya, manusia mempunyai kehendak untuk hidup membentuk sebuah
keluarga. Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang dipergunakan setiap
manusia untuk mewujudkan salah satu tujuan hidupnya. Perkawinan
merupakan suatu lembaga yang yang sangat mempengaruhi kedudukan
seseorang dibidang hukum'?.

Benkut pengertian dan akibat perkawinan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

2.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan diatur dalam bab empat, buku kesatu Kitab Undang-
Undang Hukurn Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

'*Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di

Indonesia, Cet. I, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1.
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"Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-
hubungan perdata™, Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat sahnya
perkawinan banya dari segt perdatanya saja, hal ini dikuatkan olch Pasal 81
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata vang menjelaskan bahwa “tiada
suaty acara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua pihak kepada
pejabat keagamaan mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan
catatan sipil telah berlangsung”',

Pengertian perkawinan tidak didefinisikan secara jelas, oleh karena itu
berdasarkan ketentvan-ketentuan pokok yang terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdats diberikanlah definisi atau peruciusan
mengenal pengertian perkawinan, antara lain definisi tersebut diberikan
perumusannya oleh Scholten, vang menyatakan bahwa:

perkawinan adalah suaty perserikatan atay perkumpulan antara

seorang priz dengan scorang wanita yang diakui sah oleh peraturan

perundang-undangan negara dan bertpjuan untuk membentuk dan
mentbina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi®.

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan uosur-unsur perkawinan
menurut Katab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

a.  Perkawinan adalah sah apabila perkawinan telab diakui secarz sah
oleh Undang-Undang;

b, Perkawinan menganut 4sas monogami;

¢.  Perkawinan pada asasnya dimaksudkan supaya berlangsung kekal dan
abadi,

d.  Perkswinan tidak memperhatikan aspek biologis, karena semata-mata
mementingkan  dipenuhinyas  persyaratan yang ditentukan olch

Undang-Undang.

BKitab Undangundang Hulum Perduta {Burgerfijke Wetboek), Ditegermbkan oich R.
Subekti dan R Tjitrosudibio, Cet. XX, {Jakarta: Pradnya Paramita, 1950), Ps. 26.

“Ibid., Ps. 81

“Wahyono Darmmbruta, Hukum Perkmwinan menuriet Kitab Undang-Undang Hutum
Perdata, (Depok: 26063, him. 55,
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 menyatakan bahwa:

Mulai ssat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlekukan
persatuan bulat antara harta kekayaan svami dan istri, sckedar
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.
Persatuan itu scpanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau divbah
dengan sesuatu persehijuan antara suami istri .

Pada pasal di atas discbutkan mulai saat perkawinan dilangsungkan,
demi hulcum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suvami dan
istri, demi hukum disini berarti bahwa tanpa melakukan suatu perbuatan
lain, yaitu hanya karena perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri
yang bersangkutan maka timbullah harta campuran bulat antara snami st

Percarnpuran kekayaan adalah mengenat selurub harta dan hutang
yang dibawa olch masing-masing pibak ke dalam perkawinan maupun yang
akan diperoleh dan diadakan dikemudian harl selama perkawinan, sehingga
ketentuan mengenai harta bersama suami st menurut Kitab Undang-
Undang Hukom Perdate tidak mengenal adanya harta bawaan, Sebagai
konsekuensi dari adanya persatuan bulat maka segala harla ftermasuk
mengenal keuntungan/labanys dan hutangnyas menjadi keuntungan/laba dan
beban bagi kedua belah pihak.

Lembaga hukum harte carmpuran bulat mi menggembarkan adanya
hubungan yang sangat cral antara suami istri dan hubungan yang erat itu
dijelmakan dalam prinsip-prinsip bersama-sama menanggung suka dan
duka'’

Persatuan bulat sepanjang perkawinan tak beleh ditiadakan atau
diubah dengan sesuatn perselwjuan di antara suami istri tersebut, sesudah
perkawinan dilangsungkan keadaan harta perkawinan fersebut harus tetap
‘dipertahankan, hal irg berhubungan dengan prinsip adanya ketentuan
larangan-larangan tertentu bagi suam istri yang dimuat dalam Pasal 1678
dan Pasal 14487 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunvi
sebagai benkut:

¥ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op, ¢it., Ps. 119,
r Wahyono Darmabrata, op.oit., blm, 133,

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, ZO(i?nNersitas Indonesia



15

Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Dilarang adalah penghibahan antara suami isiri selama perkawinan,

Namun ketentuan ini tidak berlakn terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-
pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganva tidak
terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah'®.

Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Antara suami istri tak boleh ferjadi jual beli, kecuali dalam ketiga hal

berikut:

le.  jika seorang suami atau scorang isti menyerahkan benda-benda
kepada istri atau kepada swaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah
dipisahkan, untuk memenuli apa yang menjadi haknya istri atau
suaminya itw menurut hukum;

2¢.  jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya,
juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada swatu alasan
vang sah, misaloya untuk mengembalikan benda-benda =i istm yang
telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian Hu
jika benda-benda atau vang tersebut dikecnalikan dari persatuan;

3e. jika si istd menverabkan barang-barang kepada suaminya untuk
melunasi suato fumlab vang vang ia telah janjikan kepada svaminys
sehagai harta perkawinan, sckedar benda-benda itu dikecushikan dan
persatuan,

Dengan tidak mengurangl namun itu dalam ketiga hal i), hak-hak
para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu
pihak dengan cara demikian lelab memperolek suatu keuntungan sccara
tidak langsung'”.

Larangan-larangan  vang disebutkan pada pasal-pasal di  atas
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya keadaan berupa pemberian
keuntungan oleh pihak satu kepada pihak yang lain, sehingga akan timbul
perbahan dalam keadsan harta perkawinan yang justra dilarang oleh

Undang-Undang,

2.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
{Undang-Undang Perkawinan)

& Kitah Undang-undang Hebum Perdaia (Bargerlifke Wetboek). ap.cit., Ps. 1678,
¥ Ibid., Ps. 1467,
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Pasal | Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan jelas
definisi dari perkawinan yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria
denpan seorang wanita sebagai suami istrt dengan tujuan membentuk
keloarpa (rumah tangga} vang bahagia dan kekal berdasarkan kefvhanan
yang maha esa”™?,

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan bahwa unsur-unsur
dari perkawinan menunut Undang-Undang Perkawinan adalah secbagai
berikut:

a.  Perkawinan meropakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan
seorang wanita;

b. Perkawinan mengenut asas mopogami;

¢.  Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal;

d.  Perkawinan memperhalikan agama dan kepercayaan;

¢.  Perkawinan memperhatikan aspek biologis.

Memahami makna perseltuan hidup yang kelal antara seorang pria
dan wanita tentunya hal im juga berakibat pada persekutuan harta kekayaan

diantara pria dan wanita tersebut di dalam perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: -

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama;

{2). Harta bawaan dari masing-masing suam: dan istert dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di
bawgh penguasaan masing-masing scpanjang para pihak fidak
menentukan lain®’

Ketentuan pasal di  atas menjelaskan bahwa Undang-Undang
Perkawinan mengenal adanya harta bersama dan harta bawaan,

Harta bersama adaleh herta benda vang diperoleh selama perkawman.
Harta benda yang dipercleh selama perkawinan maksudnya adalsh harta
benda vang diperoleh sepanjang perkawinan, artinya sejask perkawinan

* tdonesia, Lndang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1, 1M Ne. 1 Tabun 1974, TLN
No. 3019, Ps. 1
B Jbid., Ps. 35,
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dilangsungkan sampai dengan perkawinan putus. Demikian pula dengan
segala hadigh atau pemberian vyang dibenkan selama perkawinan
berlangsung masuk sebagai haria hersama apabiia ditentukan demikian,
termasuk segala hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung
menjadi masuk kedalam harts bersama, sehingga berdasarkan hal ini dapat
disimpulkan bahwa haria bersama meliputi:

a.  Harm yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;

b. Harta yang diperolch scbagal hadiah/pemberian atan warisan
apabila ditenivkan demikian;

c. Hutang-hutang yang tunbul, selama perkawinan berlangsung,
kecuzli yang merupakan harta pribadi masing-masing suami
istri™,

Harta bawaan adalak harta benda vang diperoleh masing-masing
sebagai hadizh atay warisan yang merupakan bawaan darl masing-masing
suvarni dan isiri. Harta bawaan ini telabh dimiliki oleh suam istri sebelum
mereka melangsungkan perkawinan, harta bawaan tersebut berada di bawah
pengmasaan masing-masing sepanjang para pihak tidek menentukan lain.
Harta bawaan merupakan harta yang terpisah dari harta bersama, merupakan

harta pribadi masing-masing suami sin.

Harta milik masing-masing suami st atau harta pribadi meliputi:

a. Harta yang dibawa masing-masing suami-isti ke dalam
perkawinan, termasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat
sebelum perkawinan yang belum dilunasi;

b. Harta benda yang diperoleh sebagai badiah atau pemberian,
kecuali kalau ditentukan lain;

¢. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali
ditentukan lain,

d.  Hagil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami istri
sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk huiang-hutang
vang ditimbulkan dalam melakukan penpurusan barta milik
pribadi tersebut™,

= Wakyono Darmubrata dan Surini Allan Sjarif, op.cir, him. 96.
B Ibid, hlm. 99,

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009
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2.2, Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang
Perkawinan menyatakan bahwa para pihak yaitu suami istfl dapat membuat
suatu ketentuan lain mengenai harta kekayaan mereka di dalam perkawinan.
Ketentuan laim yang dimaksud adalah dibuatnya ketentuan mengenai harta
kekayaan dalam perkawinan yang menyimpang dari prinsip pokok vang
terkandung di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Penyimpengan tersebut harusiah dituanskan dalam suaw perjanjian
tertulis yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin adalah
perfanjian yang dibuat oleh dua erang yang merupakan calon suami dan
calon istri schelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur
akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan mercka®'.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dani Perjanjian
Perkawinan di atur dalam:

1} KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,

g  Pasal 119 alenia pertama:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlalulah
persatvan bulat antars harta kekayaan svami dan istri, sekedar
mengenai ttu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan
lain.

b, Pasal 139:

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-
15tr1 adalah berhak menyiapkan beberapa penyirpangan dari
peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal
perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata
tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah
ini.

¢.  Pasal 147

Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinap harus

dibuat dengan aidta notaris sebelum perkawinan berlangsung,

R, Soetoyo Prawirchamidioje dan Marthalena Pohan, Hudam Orang dan Keluurga, Cat
I, (Surabaya: Altlanpga University Press, 2000), him. 74,

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 209.?!25?92‘5?&5 Indonesis
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Perjanjian  mmlai  berlake semenjak  saat  perkawinan
dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannva.

4. Pagal 149:

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan
cara bagaimanapun, tak boleh di ubah.

¢.  Pasal 152:

Ketentuan  tercantum  dalam  perjanjian  perkawinan, yang
mengandung penyimpangan dari persatuan wmenurut undang-
undang seluruhnya atgu untuk sebagian, tak akan berlakn
terhadap pihak ketigs, sehelum had ketentuan-ketentuan itu
dibukukan dalam susty  register umum, yang harus
diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan
Negeri, yang mana dacrah hukumnya perkawinan itu telah
dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri,
dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya,

Ketentuan pasal-pasai i atas menggambarkan bahwa perjaniian
kawin harus dibuat dengan akta Notaris, dan pada saat sebelum perkawinan
dilangsungkan, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dipenuhi,
maka perjan)ian kawin it batal (Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

Dibuat dengan akta Notaris untuk memperoleh kepastian tentang
tanggal pembuatan perganjian kawin, karena apabila diperbolehkan
membual perfaniian kawin dengan akta Ji bawah tangan, maka ada
kemungkinan tegad: pemalsuan tanggal akia dan pembuatan perjanfian
setelah perkawinan dilangsungkan, Sedangkan perfaniian perkawinan dibuat
sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan dengan maksud agar setelah
perkawinan  dilangsungkan dapat diketabui dengan pasti, mengenal
perjanjian kawin berikut 181 perjanjian kawin itu. Peganjian kawin berlaku
sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah (Pasal 149 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga
{pasal 132 Kitsb Undang-Undang Hukum Perdata), vang perfu didaftarkan

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009 .
Universitas indonesia
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dalam register tersebut hanyalsh petikan/salinan dari peganfian perkawinan
tersebut. Selama hal itu belum didaftarkan, maka pihak ketiga boleh
menganggap, bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta
perkawinan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu
yang mutlak scbab apabila pihak ketiga mengetahui bahwa suami isiri
kawin dengan adanya perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan
tersebut tidak didaftarkan, maks piliak ketiga tidak boleh mengsnggap
bahwa perkawinan ifu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan.
Jadi, jika pihak ketiga tidak mengetabui bahwa sesungguhnyva ada perjaniian
kawin atau peranjlan ity tidek didafarkan, maka pihak ketiga dapat

menganggap bahwa suamj istri itu kawin dengan kebersamaan harla®,

2).  UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pasal 29:

{1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
pihak atas persetujoan bersama dapat mengadakan perjaniian
tertulis yang disahkan olech Pegawal Pencatat Perkawinan,
setelahh mana isinys berleku juga ferhadap pibak ketips
sepanjang pilak ketiga tersangkut;

{2} Penanjian terschut tidak dapat disabkan bilamana melanggar
batas-batas hukum, agama dap kesusilaan;

(3) Perjangian  tersebut  mulai  berlaka  sejak  perkawinan
dilangsungkan;

(4) Seclama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan
untuk merubah dan perobahan fidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan perumusan pasal-pasal di atas yang menjadi dasar hukum

dari perianjian perkawinan, maka dapat disimpulkan vnsur-unsur perianjian
perkawinan adalal”™®:
a.  Perjanjian perkawinan dibuat scbelum atau pada saat perkawinan

dilangsungien;

 1bid, W, 82.
% Wabyono Darmabraia dan Surini Ahlan Sjarif, op.cit., him. 71-74
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b.  Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis;

c.  Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan serta ketertiban umums;

d.  Pegamgyian perkawinan pada prinsipnya tidak boleh dirubah,
maksudnya adalah kecuali apabila suami istd menyetujui unfuk
merubah  perjanilan  perkawinan dan perubahan tersebut tidak
merugikan  pihak  ketiga, maka berdasarkan Undang-Undang
Perkawinan perubabian tersebut adalah dimungkinkan?. Hal ini tentu
berbeda dengan kelentuan menumt Kitab {}ndazig~£}ndang Hukum
Perdata vang mengatur bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh
ditiadakan atau divbah dengan suatu persetujuan antara suami istri,
namun pada prinsipnya fujuan pengaturan terscbut pada hakekatnya
urtuk menghindarkan din dari adanya perubshan dalam bata
kekayaan suami isto, yapg nantinva dikhawatirkan akan merugikan
kepentingan pihak ketiga;

e. Peganjian perkawinan mulai  berlaku sejak  saat perkawinan
dilangsungkan, sedangkan bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan
bare berlaku seteiah dibukukan atau didaftarkan di dalam suatu

register urmum.

Unsup-unsur pegangian perkawinan tersebut haruslah dipenuhi karena
perjanjian perkawinan mempakan suatu perjanjian yang mempengaruhi
kelanjutan pengaturan harta kekayaan snami istri dalam mengarungi rumah
tangga unfuk mencapai tjuan perkawinan.  Perjapjian perkawinan
diharapkan dapat menghindari konfiik dalam pengurusan barta kekavaan
guami istrr di dalam perkawinan,

Penjanitan perkawinan juga berpengarch kepada kedudukan svami
istri sebagal orang selaku subjek hukum yang mempunyai hak dan
kewajiban dalam hobungan hokum.

? tndonesia. Undangtindang tentang Perkawinay. op.cit,, Ps, 29 ayat (4).
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Mengenai bagabmana keduduken svami istri sebapai subjek hukum
berkaitan dengan diadakan atau tidak diadakannye perjsnjian perkawinan
dalam perkawien mereka adalah sebagaimana diuratkan dt bawab in.

2.2.1. Perkawinan dengan Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin berakibat pada kedudukan suami istni fersebut di
hadapan hukum, dengan diadakannya perjanjian kawin berarti suami istn itu
secara hukum memiliki harta secara terpisah. Masing-masing suami istri
tersebut berhak bertindak atas harta bendanya sendin tanpa perlu mendapat
persetujuan antara satu dengan Iainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang, agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-rnasing suami
istri bertindak sebagai sebjek hukem vang mandiri dengan  harta
kekayaannya  sendiri-senditi  secara  terpisah, masing-masing pihsk
mempercieh apa vang diperoleh atau di dapat selama perkawinan ifu
termnasuk keuntungan dan kerugiannya,

Perjanjian perkawingn yang dibuat swami istri berlaku sehagai
undang-undang bag kedua belsh pihak, juga berlaku bagi pihak keliga
scpanjang pihak ketiga tersangkut.

Pada pelaksanaannya terdapat beberape macam perjanjian kawin,
yalfu;

2.  Penanjisn kawin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta
menurut Undang-undang, yang terbagi dalam:

(1). Perjanjian kawin diloar persekutvan harta benda, yaitu antara
suami istri diperjanjikan tidak adanya persekuotuan harta sama
sckali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan hartz benda
menurut Undang-Undang, tetapi juga persckutwan untung dan
rugl, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran
apapun dengan tegas ditiadakan®™;

{Z). Peganjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan, yaitu antara
suami  istri  diperjanjikan adanya persekotuan hasil dan
pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta memnut Undang-

B Kital Unduong-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 139,
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Undang tidak ada. Hanya untung yang dibagi, sedangkan jika
rugi istrinya hanva tursi memikel hingga bagiannya dalam
keuntungan, terhadap kerugian selebihnya, st fidak dapat
dituntut®;

Perjanjian kawin persekutuan untung rugi, yaitu antara suami
15t diperjanjikan adanya persekutuan untung dan mugh saja,
sedangkan persekutnan harta memurut Undang-Undang 6idak

ada™®.

b.  Perjaniian kewin dalam hal mana terdapat persckutuan haria, terbagi

dalam:

1

).

(3.

Perjanjian kawin diluar persekutuan dengan bersyarat, yaitu
antara suami istri diperjanjikan bila suami hidup lehih lama darni
istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apspun, tetapl
kalau istri yang hidup lebik lama dan swamd, maka terdapat
persatuan hasil dan pendapatan;

Perjanjian kawin persatuan harla {etapl diperjamyikan walaupun
terdapat persatuan harta memurut Undang-Undang, tetapi tanpa
adanya persetujuan istri, suami tidak dapat
memindabkan/membebani harta istrinya vang dimagukkannya
dalam persatuan atay yeng sepanjang perkawinan masuk ke
dalam pewamazz” x

Perjanjlan kawin persatuan harta tetapi diperjanjikan walaupun
telah beriaku persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi
Jika si istri selama perkawinan mendapat bharta yang menurut
keterangan pemberi hibah akan jatoh diluar persekutuan harta
yang akan ferjadt karena perkewinan, istri gkan berhak
mengurus sendinn harfa tersebut dan akan bebas memungat
hastinya, dan pemberi hibah harus hadir 2.

# 1hid, Vs, 154,
* 1bid. Ps. 155,
* 1bid. Ps. 140 Ayai (3L
* fhid, Pa. 140 Ayat (21

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 25)09 . .
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Dengan melihat macam-macam perjanjian kawin di atas, secara nyata
Undang-Undang telah memberikan cakupan apa yang diperjaniikan dalam
perjanjian  kawin, karena dengan adanya perjanjian kawin, berarti
percampuran harta ditiadakan sehingga berakibat hukum melihat suami istri
tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek hukum yang terpisah.

2.2.2. Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin

Perkawinan f{anpz  perjanjian  kawin, berari  bahwa schelum
perkawinan antara suami istri tidak diperjanjikan pengaturen mengenal harla
kekayaan diantara keduanys. Suami istri mempunyai satu kepentingan, yaitu
kepentingan untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala
kelnarga dan istri menjadi ibu rumah tangga,

Perkawinan adalah jkstan lahir bathin antara seorang pria dengan
scorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memthenfuk keluarga
{rurnah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa™. Definisi ini menunjukkan bahwa selama perkawinan berlangsung
antara soami istri terdapat ikatan Ighir bathin sebagai satu kesatuan yang
kekal.

Sebagal satu kesatuan yang kekal, hak dan kedudukan suami istri
adalah seimbang baik dalam kebidupan rumah tangga maupun dalam
perganlan hidup bersama dalarm masyarakat, masing-masing pihak berhak
untuk melakukan perbuatan hukunt™®, yang dalam melakukan perbuatan
huloum tersebut, pihak vang satu memerlukan persetujuan darn phak yang
isin.

Perkawinan tanpa perjaniian kawin mengakibatkan sejak suami istd
menikah maka dianggap telah terjadi percampuran harta, harta bersama
timbul dari suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan. Suami istri yang
menikah tanpa membuat perjanjian kawin diantara mereka maka secara

pormatif suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang/subjek hukum,

® indoncsia. Undang-tndang teniong Perkowingn. op.cit., Ps. 1
M fbid., Ps. 31 ayat {1) dan {2).
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2.3. Perseroan Terbatas schagai Badap Hukum

Badan Hukum diterima sebagal person disamping manusia. Badan
Hukum dianggap sama dengan  manusia, yaitu sebagai “manusia
buatanftiruan™ atau artificial person yang dapat berfungsi sebagai manusia
biasa (natural persen atsn natuurlifke person) yang bisa menggugat atau
digugat, bisa membuat keputusan, mempunyai hak dan kewajiban, utang
piutang, dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.

Perseroan yang merupakan badan  hokum  mampu  bertindak
melakukan perbuatan hukum melalui organnya, oleh karena itu perseroan
juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri. Dia bisa
mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Akan tetapt, untuk
dapat dizkui scbagai subjek hukum, dia harus memenubi persyaratan
tertenty.

Perseroan Terbatas memperoich status sebagai badan hukum yaito
pada tanggal diterbitkannva Keputusan Mentenn mengenai pengesahan
badan hukum Perseroan’™,

Menurut sjaran umurs, pengeriian badan hukum harusish memenohi
uRsur-unsar >

1). Mempunyai harta kekayaan yang ferpisah;
Persercan  Terbatas yang mempakan sualu badan  hukem

mempunyai  harta kekayaan tersendiri yang terpisabh dari harta
kekayaan pemegang sahamnya, dan diperoleh dari pemasukan para
pemegang saham vaitu berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan
modal disetor. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang
diperinkan sebagai alat untuk mengejar tyjuan persercan dalam
hubungan hukummnya di masyarakat Dengan demikian, apabila
dikemudian hart timbul tunggung jawab hukum yang harus dipenhi
oleh Perscroan Terbatas maka pertanggungiawaban yvang timbul
tersebut semata-mata dibebenkan pada harta vang terkumpul dalam

Perseroan  tersebut, oleh karenanya secara hukum mempunya

* fbid., Ps. 7 ayat (&),
*Agus Budiarte, Kedudukan Hukum den Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbutas,
Cet I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002}, him, 29,
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pertanggungjawaban sendin. Meskipun haria kekayaan Perscroan

berasal darl pemasukan para pesere pendiri, harta itu terpisah sama

sekali dengan harla kekayaan magsing-masing pesero  pendm.

Perbuatan hukum pribadi para pesero pendiri dengan pihak ketiga

tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan vang

terpisah ituw.

Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagal berikat:

g). Kreditur pribadi dan para pesero pendin dan atsu para
pengurusnya tidak mempunyal hak wntuk menontut harta
kekayaan badan hukum itu;

b). Para pesero pendiri dan juga para pengurusnya secara pribadi
tidak dapat menagih pintang badan hukwm dari pihak ketiga;

¢). Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum
tidak diperkenankan;

d). Hubungan hukum, bsik perikatan maupun proses-proses antara
para pesero pendin dan atau parz peogurusnya dengan badan
hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukam
dengan pihak ketiga;

e). Pada kepalitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang
dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itn >

Mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai badan hokum  yang melakukan kegistan  usaha,
Perserozn mempunyal tujuan sendini sebagat mana ditentukan dalam
anggaran dasar Perscroan. Perseroan hams mempunyal maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar
Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *°.

Nama Perseroan seringkali mencerrninkan tujuan dari Perseroan
fersebut, misainya Perseroan Terbatas Asuransi Maskapai Indonesia,
maka darl namanyas saja telah dapat diketghui bahwa Perseroan
Terbatas Asuransi Maskapai Indonesia bergerak dibidang asuransi.

¥ fbid., bal 30.
* tndonesia, Undang-Lindang Perseroan Terbatas, op.cit, Ps18
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Tujuan Perseroan bukan merupakan tujuan/kepentingan pribadi dari
satu atau beberapa orang peseronya dan perjuangan untuk mencapal
tjuan Perseroan dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu organ

Perseroan™.

Mempunyai kepentingan sendiri

Perseroan  Terbatas  mempunyai  kepentingan  sendin,
kepentingan  vang  dilindungi hukum, yang tidak lain adalah
merupakan hak-hak sobjektifnya sebagai akibat dar penstiwa-
peristiwa hukum yang dialami Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas
vang mempunya kepentingan sendin  dapat  menuniut  dan
memperishankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam
percaulan hukumnya %,

Mempunyal organisasi yang teralur

Sebagal organisasi yang teratur, badan hukum ity adalah suate
konstruksi hukum, badan huloun yang merupakan sunatu kesatuan
sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalul organnya.
Demikian halnya dengan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas
mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham,
Direksi dan Dewan Komisans. Sampal dimana organ yang terdiri dari
manusia-manusia sebagai anggotanya dapat bertindak dalam hukum
sehagai perwakilan dart badan hokum dan dengan jalan bagaimana
anggota-anggota yvang doduk dalam organ dipilih, diganti dan
sebagainya di ator oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan
rapat anggota, demikian halnya Perseroan Terbatas sebagal badan
hukum, unsur sehagai organisasi yang teratur dapat diketabui melalui
ketentuan Undang-Undang Peseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan
keputusan Rapst Umum Pemegang Saham.

*? Budiarte, op.cit, him. 30
© bid, Bim. 36.31.
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2.4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didinkan berdasarkan perjanjian, melakukan kegistan usaha dengan
modal dasar vang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuh
persyaratan  yang difelapkan dalam Undang-Undang dan peraturan
pelal(sa.rnaalrmya'1 L

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan unsur ~ unsur yang
terdapat pada Perseroan Terbatas adalah:

a.  Perserosn Terbatas merupakan suatu badan hukum;
b, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian:
Perseroan Terbatas menjalankan usaha tertentu;

I

Perseroan Terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham;
e.  Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Undang-Undang,

Perscroan Terbatas memperoleh status scbagal badan hukum pada
tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan
hukum Perseroan. Akia Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas lah yang menjadi dasar pengesahan sebuah badan hukam.

Dengan disahkan, didaftarkan dan diumumkannya akta pendirian
Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang
bersangkutan tidak saja mengikat bagi Para Pemegang Saham, Dirgksi, dan
Dewan Komisaris Perseroan, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak
melakukan itransaksi dengan Perseroan Terbatas. Mengingat Anggaran
Drasar Perseroan Terbatas mengikat para pihak yang berkepentingan dengan
Perseroan Terbatas, maka secara yuridis formal kiranya dapat dikernukakar
bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah hukuem positif bagi
Perseroan Terbatas. Disebut demikian karena maksud dan tujuan pomegang
saham Perseroan Terbatas, besarmnya modal Persercan Terbatas dan hal-hal
lain yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”,

4 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps.1 angka 1.
“ Seatosa Serbiring, Hukam Perusahoan tentang Persercan Terbatas, Cet ), (Bandung:
Nuansa Aulia, 2006}, Bim. 26.
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Akta Pendirian Perseroan Terbatas merupakan sebuah perjfanjian yang
diadakan oleh dua orang atau lebih, peranjian v memuat kesepakatan
mengenat pendinan sebuah Perseroan Terbatas, perjanjian tersebut dibuat di
hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia,

Hal ini senada dengan prinsip yang dipegang oleh Perseroan Terbatas
dalam rumusan pengertiannya yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Usdang-
Undang Perseroan Terbalas bahwa Persercan didirkan oleh dua arang atan
lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia®. Ketentuan
il menegaskan prinsip yang berlaku  berdasarkan Undang-Undang
Perseroan Terbatas bahwa pada dasamya sebagai badan hukum, Perseroan
didirikan berdasarkan perjanjian, karepa im mempunyai lebih dan satu
orang pendin.

Berdasarkan Pasal di atas dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan
suatu Perseroan ferbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Adanva duz orang alau lebih untok mendirikan Perseroan;

b. Adanya pemyalean kchendak dari pendini usntuk persetujuan
mendinkan Perseroan dengan mewsajibkan semua pendini mengambil
bagian saham pada saat Persercan didinkan;

¢.  Perjanjian pendinian Perseroan tersebut dinyatakan di badapan Notaris
(notanigl) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia vang
sekaligus memuat anggaran dasar Perseroan™.

Konsekuensi dari dasar pevjanjian dalam Perseroan Terbatas mengakibatkan

persyaratan yang ditentukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata harns dipenubi terlebih dabulu oleh pendir, sebab perjanjian

sehubungan dengan pendinan Perseroan Terbatas senantiasa didahulud

dengan persetujuan diantara para pendini tentang segala sesuaty yang
bertalian dengan pendirian perseroan terbatas tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pendiri
sehelum membuat perjaniian dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas di
badapan Notaris sebagammana termakrub dalam pasal 1320 Kilab Undang-
Undang Hukum Perdats adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

® tbid,, Ps. 7 ayat (1),
= Budiarto, ap.cif., kim. 38,
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kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ada suatn hal tertentu, dan ada
suatu sehab yang halal®™.

Kesepakatan yang telah memenubi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tersebut kemudian dituangkan dengan bukti secara terfulis
yang tersusun dalam bentuk Angparan Dasar yang dimuat dalam Akta
Pendirian yang dibuat di hadapan Notans.

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan bagian dari Akta
Pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai bagian dari Akta Pendirian,
Anggaran Dasar memuat atgran main dalam Perseroan yang menentukan
setiap hak dan kewajiban dari pthak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik hak
Perseroan it sendint, Pemepgang Saham maupun pezzguwsf"’.

Mengingat Anggaran Dasar merupakan rub dari Perseroan Terbatas,
maka sebelumn Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asast Manusia Republik Indonesia scbagal badan hukum, naskah akia
pendinan/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut harus disampaikan
kepada Departermen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
untuk diteliti, apakah Perseroan Terbatas yang didirikan terschut sudah
memenuhi peraturan perundang-undangan vang berlaku. Satu hal yang
harus diperhatikan jika ingin mendirikan Perseroan Terbatas adalah maksud
dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus jelas.

Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengstur hai-hal apa
suja yang sekurang-kurangnys harus dimuat di dalam anggaran dasar
Perseroan Terbatas vaitu sebagai berikut:

a.  Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b, Maksud dan tujuan serta kegiatan ussha Perseroan;

Jangka waktu berdirinya Perseroan;

o

Besarnya jumiah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e, Jumlah sabam, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham
untuk tiap klasifikasi, hak-hak vang melekat pada setiap saham, dan

nitai nomiinal setiap sahamy;

* Kiab Undang-undang Huwlwm Perdata (Burgerlitke Wetboek), op.cir., Ps. 1320,
% Rachmadi Usman, imensi Hukum Pernsahaan Perseroan Ferbutus, Cet. §, (Bandung:

PT Alumni, 2664}, him. 68,
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Narna jabatan dan jumilah anggota Direksi dan Dewan Komisatis;
Penctapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham,

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris;

Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden®’.

Selanjvtnya Pasal 16 Undang-Undang Persercan Terbatas mengatur

bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

&,

telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya
dengan nama Perseroan lain;

bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemermtals,
atau lembaga intermasional, kecuali mendapat ijin dari vang
bersangkutan;

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau
menurjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
terdiri atas angka atau rangkaian angka, huref atau rangkaian huruf
yang tidak membentuk kata; atan

mempunyai arti sebagai Persercan, badan hukem, atau persekutuan

perdata®™,

Selain itu, nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan

Terbatas” atau disingkat PT, dalam hal Perseroan tersebut merupakan
Perseroan Terbuka maka pada akhir nama Perseroan ditambah Kkata
singkatan "Thk™,

Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal seperti

tersebut di atss, berarti di dalam anggaran dasar dapat juga memuat

ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Persercan

Terbatas. Hal-hal yang termasuk bertentangan dengan Undang-Undang

Perseroan Terbatas antara lain mengenai ketentuan tentang penerimasn

“ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas,op.cit, Ps, 15 ayat (1}
# mid, Ps. 16 ayat {1).
# ik, Ps. 16 ayat {2) dan (3},
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bunga tefap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi
kepada pendiri atau pihak lain®.

Anggaran Dasar spatu Perserosn Terbatas merupakan hukum positif
bagi suatu Perseroan Terbatas, keteptuan yang tercantum di dalam
Anggaran Dasar apabila dilanggar akan mengakibatkan fransaksi yang
dibuat menjadi batal.

Mengingat terbatasnya pengaturan mengenat Perscroan Terbatas
dalam Undang-Undang, maka hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam
peraturan perundang-undangan dibenarkan kepada Perseroan Terbatas untuk
mengatur sendin dalam Anggaran Dasamya hal-bal yang masth dianggap
pertu, Tenfu saja sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan -
peraturan perundang-undangan vang berlaku. Dengan kata lain disini
terdapat suatu keleluasaan bagi Perseroan Terbatas natuk menetapkan hal-
hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada.
Oleh karena itu dalam menyusun akta pendirian atan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya
zehingea masalah-masalah dan  ketentuap-ketentuan yang perln dan
dianggap mendasar bisa duvangkan secara jelas dan engkep dalam
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2.5, Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai Akta
Otentik
Perjanjian pendirian Persercan Terbatas dinyatakan di hadapan
Notaris. Hal ini berarti bahwa Akta Pendinian yang memuat Anggaran Dasar
Persercan Terbatas merupakan sebuah akta ofentik, karena dibuat oleh
Notaris sebagai pejabat umum yang mendapat kekuasaan darl negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi publik khusus dalam bidang hukum perdata.
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hulkum Perdata menjelaskan
bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
nleh Undang-Undang, dibuat oleh atae di hadapan pegawai-pegawal umum

Ribid, Ps. 15 ayat 2) dan (3).
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yang berkuasa untuk itu diterspat dimana akta dibuatnys™'. Sehingga
berdasarkan pasal ini, suatu akta disebut sebagal akta otentik apabila
memenuli syarat-syarat sebagai berikut:

a.  aktaitu dtbuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;

t.  akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang;
¢.  pejabat umum oleh atau di hadapan siapa kata itu dibuat, harus

mermpunyai wewenang untuk membuat akta itu*,

Akla yang dibuat oleh Notaris adalsh mengenai segala perbuatan,
perianiian, dan ketetapan, akta tersebut agar tidak kehilangan otentisitasnya
harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan harus
dibuat oleh atau & hadspan Notaris di daerah bukum Notaris tersebut
berwenang, yang apabila dibuat oieh atau di hadapan Notars dilvar daerah
hukumnya maka akia tersebut menjadi tidak sah.

Akta otentike dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, berdasarkan
kalimat ini Undang-Undang menggolongkan akta Notaeds menjadi dua jenis
yaitu:

a. Akta yang dibuat olch Notaris;
b.  Akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris dimamakan akta relaas atan akta
pejabat,

Akta relaas atau akfa pejabat adalah suatu akta yang memuat relaas
atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu
keadaan vang dilihat atau disaksikan oleh WNotaris sendini di dalam
menjalankan jabatannya sebagai Notaris™. Penandatanganan di dalam akta
relaas atou pejabat oleh para penghadap tidek lah merupakan suatu
kebarusan bagi otentisitas dari akta, sebagai contoh pada pembustan berita
acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang

vaog hadir telah meninggalkan rapat sebelum akia ditandatangani, maka

* Kitah Undong-undang Hukum Perdata (Burgerlifke Wetboek), Op.civ., Ps 1868

* (3 M8 Lumban Tobing, Peranoran Jabaran Notaris, Cet IL, (Jakarta: Erlangge, 1982),
Bim 48,

® thid, kel 5L
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cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para pthak yang hadir telah
meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta, dan dalam hal ini akta
itu tetap akta otentik. Kebenaran isi dani akta relaas atau pejabat tidak dapat
digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu®.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dinamakan akta partij.

Akta partij adalah suatu akta yang berisikan suatu keterangan dari apa
vang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan
Notans, artinya yang diferangkan atan diceritakan oleh pihak lun kepada
Nuotaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak hain
ttu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau
melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan
itu dikonstatir olch Notaris di dalam suatu akta otentik™.

Penandatanganan di dalam akis parti] merupakan svatu keharusan bagi
otentisitas dari akta, apabila para pihak tidak menandatanganinya maka akta
kehilangan keotentisitasannya, schingga apabila terdapat pihak yang tidak
dapat menandatangani akia maka di dalam akta harus diterangkan apa yang
menjadi alasan vdak ditandatanganinys 2kta itu oleh pihak vang
borsangkutan, schagai contoh salah satu pihak tangan kanannya sakil, maka
keterangan mengenar sakitnyz tangan salah satu pihak vang mengakibatkan
pihak fersebul fidak dapal menandatangani akia harus dicantumkan oleh
Notarig i dalarn akts. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda
tangan atau surogaat fanda tangan®™. Kebenaran isi dari akta partij dapat
digugat isinya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dan pihak yang
bersangkutan dalam akta merupakan keterangan yang tidek benar.

Akta otentik harus dibvat dalam bentuk yang ditentukan Undang-
Undang. Akta otentik terdin dani bagian-bagian akta yang ditentukan
Undang-Undang, bagian-bagian akta tersebut adalah bagian-bagian yang
mengandung unsur-unsur otentik karena bagian-bagian tersebut disyaratkan

oleh Undang-{Undang.

* Ibid., hal. 51.
= rbid,
* thid., hal. 52.
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Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris  {selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatun  Notaris)

menyebutkan:

{1). Setiap akta Notaris terdiri dari:

a.  awal akta atau kepala akta;

b.  badan akia; dan

c.  akhir atau penutup akta.

{2). Awazl akta atau kepala akta memuat:

a.  judol akts;

b. nomor akta;

c.  jam, han, tanggal, bulan, dan falun; dan

d.  nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

{3). Badan akta memuat;

a. nams lengkap, tempat dan tanggal lshin, kewarganegarasn,
pekerjaan, jsbatan, kedodukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;

- keterangan mengenai kedudukan bertindak penghaday;

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan; dan

d.  nama lengkap, tempat dan tanggal labar, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tap saksi pengenal.

{4). Akhir atau penutup akta memuat:

a.  umaian fentang pembscaan akia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat (1) huruf ! atau Pasal 16 ayat (7);

b.  uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan
atan penerjemmahan akia apabila ada;

c.  nama lengkap, tempal dan tanggal lahis, pekeriaan, jabatan |
kedudokan, dan temnpat tinggal dari tap-tiap saksi akta ; dan

d.  uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta afau uraizn tentang adanya perubzhan vang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian,

{3). Akta Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat
Sementars Notans, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, ayat (3}, dan ayat (4}, jugs memuat nomor dan tanggal
penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya®

Notaris menjamin kebenaran otentik snatu slda, Notaris menjamin

akan kebenaran tanggal dan walktu, identitas, isi, dan tandatangan suatu akta

7 tndonesia. Uindang-iindang Jobatan Noteris. U Do, 30, LN No. 1317 Tabun 2004, TEN
No, 4432, Ps. 38
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schingga dalarn membuat suatu akia, Notaris harus benar-benar menguasa
teknik penulisan suatu akta.

Kepala akta merupakan bagian dari permulaan akta. Judul akta
diberikan untuk memudahkan semua pihak mengetahui apa yang dibahas di
dalam akta dan jega memudabkan Notaris untuk melakukan pencarian akia
di dalam protokol Notaris. Nomor akta juga diberikan untuk memudabkan
pencarian akta,

Wakitn, hari, tanggal, bulan, dan tahun merapakan suatu hal yang amat
penting, mengingat Notaris menjamin akan kebenaran otentik atas tanggai
dan waktu. Tanggal dan wakiu bisa mempengaruhi berlaku atau tidaknys
suatu akia, sebagal contoh sebuah perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat
sefelah perkawinan, schingga ke ofentisitas tanggal dan wakiu svafu
perjanjian perkawinan mempengaruhi berlaky atau idaknya suatu perjanjian
perkawinan,

Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, termasuk penyebutan
apabila terdapat Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusas, dan Pejabat
Sementara Notaris beseria nomor dan tanggal penetapan pengangkatarn,
serta pejabat yang mengangkatnya haruskan dituliskan dengan jelas demi
menerangkan bahwa akta tersebut adalah benar dibuat oleh Notaris yang
berwenang di wilayah kenjanya,

Penyebutan identitas penghadap yang sekaligus menerangkan
komparisi akia yeitn kedudukan seseorang vang menghadap seorang
Notaris, Sebagai penghadap, penghadap dapat bertindak entok dirl sendiri
dar/atan sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan schagal
Direktur vang mewakilt sebuah Perseroan Terbatas, kedudukan penghadap
merupakan suptu bagisn yang harus dinyatakan secara hati-hati, tepat, dan
cermat kareng hal i merupakan hal pokok atas berwenang atau Hdaknya
penghadap untuk berindak, dalam hal ini ketentuan yang tertuang dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah dipenubi, yaitu
mengenal kecakapan dan keberwenangan penghadap dalam hukum untuk
membuat suatu perfanjian, bahkan dalam praktek terdapat opini yang
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menyatakan bahwa apabila komparisi salah maka seluruh akta menjadi
salah.

R. Kadiman, mamtan ketua jurusan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia menjabarkan bahwa arti dari perkataan komparisi adalah:*

1. Komparisi atau comparisi {ejaan terakhir jangan dipekal lagi
sehubungan dengan diberlakukannys ejaan bahasa Indonesia yang
disempurnakan) adalah bagian vang sangat penting suatu akfa notaris
karena padanya tergantung apakah alkia itu sah atau batal;

2. Perkataan "kompansl” adalah salinan dan bahasa Belanda comparitie
vang ditirn darl perkataan Perancis comparution yang berart
"tindakan menghadap dalam hukum atan di depan secrang notaris atau
pejabal wroum lain”, Definisi ini diambil dan Diciionnaire du
Nowariat, jilid 3 hlm. 427, yaitu kamus unluk para Notaris, yang
mengatakan bahwa kompans) adalah:

Action de comparaitre en justice ou devant un notaire ou autre officier
public.

3. Dalam dunmig notariat perkataan “komparisi” mengandung arti yang
lebih luas. Komparisi tidak hanya mengenal persoalan apakah orang
yang  menghadap  itu  mempunyai  kecakapan  bertindak
{rechisbekwaam), tetapl juga apakah dia mempunyai hak untuk
melakukan tindakan {rechisbevoegd) mengenai soal yang dinyatakan
{geconstateerd) dalam surat akta.

Komparisi 2k!a masuk ke dalam isi akta karena isi akta adalsh
merupakan kehendak dan keinginan dari penghadap vang identitasnyva
dijelaskan pada komparisi akta. Apa yang tertuang dalam isi akts vang
disepakati penghadap haruslah merupakan suate hel vang tidak bertentangan
dengan  Undang-Undang, agama, dan  kepatotan atau  kesusilaan
Keberadaan saksi pengenal juga merupakan suatu hal yang menguatkan
sebuah komparist,

Perobacaan dan penandalanganan suatu akta merupakan bagian dari
syarat verlijden. Pembacaan akta oleh Notaris harus dilakukan di hadapan
penghadap dengan dibadiri oleh paling sedikit dua orang saksi-saksi,
pembacaan harus diberitahukan di penutup akta termasuk apabila Notaris

*tan Thoog Kie, Serba-Serbi Praltek Notaris, Buku I, Cet. H (revisi), (Jakarta: PT Ichtiar
Bam Van Hoave, 2000}, him. 49,
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tidak membacakannya dikarenakan para penghadap telah membaca sendin
akia tersebut. Segera setelah pembacaan akta maka akia tersebut
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notans. Dalam hal terdapat
pihak yang tidak dapat menandatangani akta, maka alasan tidak
ditandatangar akte tersebut oleh salah satu pihak harus diberitahukan di
penutup akta. Pelanggaran mengenai pembacaan dan penandatanganan akda
mengakibatkan suats akta Notaris hanya mempunyai kekuatan seperfi akta
di bawah tangan. Ketentuan ini merupakan sebagian dari kewajiban Notaris
yang tertuang pada pasal 16 avat {1} huruf § dan ayat {7) dan {§) Undang-
Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai benkui:

Pasal 16 avet {1} hunuf &

TLialam menialankan jabatannya, Notans berkewajiban membacakan akia
di hadapan penghadap dengan dihadini oleh paling sedikit 2 (dua)} orang
sakst dan difandatangani pada ssal ifw juga oleh penghadap, saksi, dan
Notars”,

Pasal 16 ayat (7);

Pembacaan akta scbagahmana dimaksud pada avat (1) huraf 1 tidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan kerena
penghadap telah membsca sendin, mengeishui, dan memahani isinya,
dengan keterstvan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akia serta
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 16 ayat (8):

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dan ayat
(7) tidak dipenuhi, akta vang bersangkutan hanya mempunyal kekuatan di
bawah tangan.

Pengecualian terhadap persyaratan di atas berlaku untuk akta wasiat™.

2.6. Kekuatan Pembukiizn Akta Otentik
Akta Otentik merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat
penstiwa yang menjadi dasar suatu hak atau penkatan, yang dibuat sejak
semnula dengan sengaja untuk pembuktian.
Pindonesia. Undang-Undang Jabaton Notaris, Op.cit. Ps. 16 ayat ({1} hurof I ayat {7},
{8). %5
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Akta otentik merupakan alat bukt vang sempurma, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan bahwa “suatu gkta otentik memberikan diantars para pihek
beserta ahli wans-ahli wansnya atau orang yang mendapat hak dari mereka,
suatu bukii yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”,

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu zkia
otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan
persyaratan yang ferdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan
pembukiian atavpun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta
otentik fidak mempunyar nilai kekuatan pembuktian yang sempurna
(volledig) dan mengikat (bindende) sehingga akia akan kehilangan
keotentikannya dan tidak lagi menjadi akia otentik.

Kekugian pembuktian vang walib terdapat di dalam suatu akta otentik
adalah kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil.

Kekuatan pombuktian  lahir berarti kekuatan pembuktian  yang
didasarkan atas keadaan lahir akta 1tu sendiri, dan sebagai asas berlaku acfa
publica probant sese ipsa yang berarti suwatu akta yang lahimya tampak
sebagal akta otentik serta memenuhi syarat-syarat vang telah ditentukan
maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai
terbukti sebaliknya®™, Berarti suatn akta otentik mempunyai kemanmpiran
untuk membuktikan dirinya sendir{ sebagai akta otentik

Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikag
bahwa apa vang dinvataken dan dicantumkan dalam aktas itu adalah benar
merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta ofentik menjamin kebenaran
tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat alda dibuat. Dalam arti formil
pula akia notarts membuktikan kebenaran dari apa vang disaksikan yaitu
vang dilthat, didengar dan dialami sendini oleh Notards sebagai Pejabat
Umumn dalam menjalankan jabatannya®'. Akta dibawah tangan tidak
mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila g penanda tangan

dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

% L umban Tebing, op. oif,, Him. 55,
8 fbid Bim 57.
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Kekuatan Pembuktian Materiil artinya babwa secara hukum (yuridis)
suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau
para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Tidak
hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan cleh
akta 1tu, akan fetapl isi dari akta itu dianggap dibuktiken scbagai benar
terhadap semua orang, yang menyurnh adakan/buatkan akta ifn sebagai
bukti terhadap dirinya®.

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian di atas, maka berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notenis agar suatu gkta notans memiliki syarat
otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:

a.  Para penghadap vang telah memenuhi syarat (minimal berusia 18
tahun ztau telah menikah dan cakap melakokan perbuatan hukum)
menghadap Netans di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan
terschut;

b, Para penghadap tersebut harus dikenal Notarls atan diperkenalkan
padanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit
1% tahun atau telah mentkah dan cakap melakukan perbuatan hukam
atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya;

Para penghadap mengutarakan maksudnya,

d.  Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadsp dalam sebuah
akta;

¢ Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para
penghadap dan dihadiri olch dua orang saksi yapg memenuhi
persyaratan;

f.  Secgera setelah a2kta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris
kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan
apa yang termuat dalam skia tersebut, dan penandatanganan tersebut
harus dilakukan pada saat tersebut.

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

“ 1bid Wlm. 59.
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4]

sempurnia, apa yang dimuat di dalam Anggaran Dagar haruslah dapat
dijaksanakan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Peranan Notaris dalam Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas

Dalam praktek bila hendak mendinikan sebuah Perseroan Terbatas
biasanya puara pendini cukup menguiarakan keinginannya kepada Notaris,
dan salanjutnya Notarislah yang akan memmuskan atau memformulasikan
semua keinginannva dan kemudian difuangkan dalam akta. Schubumgan
dengan hal ini, Notaris dapat menyiapkan suatu konsep yang sebagian sudah
baku dan kemudian ditambah seria diubah sesual dengan kebutuhan vang
dihadapi, baik mengenai hal-bal khusus yang merupakan kehendak para
pendini yang juga ingin dimasukkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan
Hal-hal yang dikehendaki olsh para pendini yang masih dimungkinkan atau
sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku kemudian diramuskan
oleh Nofaris menjadi suatu naskah vang secara hukum adalah benar dan sah.

Penuangan dalam kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti
maksudnya adalah agar jangan sampal terjadi suatu pengertian yang samar-
samar, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, apalagi
bertentangan. Disinilah sebenarnya fungsi dan peran seorang Notaris, sefaim
sebagal pejabat umum pembuat akta cotentik, dia juga berfungs: schaga
penasehat hukum dibidangnya yang memberikan penjelasan dan nasihainya,
demi sahnya akia vang dibuat dan bisa menampung kehendak para pihak.

Seringkali orang yang datang atau pihak yvang berurusan dengan
Notaris masih sangat awam mengenai masalah hukum. Membaca kemparisi
suratu akiz saja mereka sudah bingung dan kurang mengerii maknanya. Dan
memang Notaris tidak berkepentingan wntuk menjelaskan segala aspek
hukum seswatu yang tampaknya ruwet dengan bahasa hukum yang berbelit,
akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenat
kewenangan dan kewajiban Notaris yang menyatakan bahwa Notaris

berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
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akta serta membenkan pelayanan sesual dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris, lerkecuali ada alasan untuk menclaknya®,

Berpegangan kepada wewsenang dan kewajiban Notaris sebagal

pejabat emum, maka Nofaris haros memahami benar tata cara dan syarat-

syaral apa saja yang dibutuhkan oleh penghadap untuk mendirikan

Perseroan Terbatas.

Tata cara mendirikan Persercan Terbatas dalam prakicknya dapat

dijelaskan sebagai berikut®':

a.

Pertama-tana para penghadap datang kepada Notaris untuk mohon
dibuatkan Akta Fendirisn Persercan Terbatas yang memuat juga
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dimana anggaran dasar Perseroan
Terbatas 1 dapat dibuat senditi oleh para pendirinya atau dapat juga
minta bantvan Notaris uniuk membuatnya,

Setelah akta pendinan yang dibuat oleh Notaris tersebut selesal dan
ditandatangani oleh para pendirinyz meka selanfutnya dimintakan
pengesahan sebagat badan hukuem kepada Menteri Hukum dan Hak
Asast Manusia Republik Indonesia {selanjutnya discbut Menteri)
melalui jasa teknologi informasi sisten administrasi badan hekum
secara clektromik dengan mengisi format isian scbagaimana diatur di
dalam Pasal 9 Undang-Undang Pessercan Terbatas;

Untzk meminta pengesghan ini para pendiri afaw salah seorang
pendirinya dapal menghadap langsung dengan membawsa pengantar
dari Notaris namun dapat pula memberikan kuasa kepada Notaris
untuk memintakan pengesaban dari Menteri;

Berdasarkan adanya permohonan ini Menteni kemudian meneliti ist
darl Akta Perwdirian Persercan Terbatas terssbut sebagaimana diatur di
dalam Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Setelah diadakan penelitian atau pemierizsaan terhadap Akta Pendirian
Perseroan Terbatas tersebut rmaka Menterl dapat memberikan
pengesahan atau menolak membenkan pengesahan dengan disertai

alasan-alasan penolakannya secara tertulis;

© Ioid, Ps, 15 ayat {2) horef ¢ dan Ps; 16 ayat (1) uruf d,
* Budiarm, op.cit., him. 90
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f.  Seclanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah memperoleh
pengesahan  sebagai badan hukum tersebut dibawa ke Kanior
Percetakan Negarz untnk kemudian diumumkan dalam Tambahan
Perita Negara Repubhk Indonesia.

Mengacy kepada tfahapan-tshapan pendman di  atas, dalam
melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, Notaris dalam memenuhi
keinginan pars peoghadap untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus
memben informasi alav mensosialisastkan dengan sejelas-jelasnya kepada
penghadap mengenal apa yang harus dipenuhi dan diketahui oleh para
penghadap yaitu antara laine
a.  Meminta identitas dari para penghadap;

b.  Dalamm akia Pendirian, pendin dapat diwakili oleh orang lain
berdasarkan surat kuasa®:

¢ Pendirl Perseroan harus wmimimal berjumlah duaz eorang dan
kehendaknya dituangkan di dalam akta Notans dengan menggunakan
Bahasa Indonesia®, kecuali bagi Perserc yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh negara, atau Perseroan yang mengelola bursa efek,
lembaga klinng dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pasgar Modal, kewajiban Perseroan didirikan oleh dua orang
atan lebih tidak berlakn®:

Apabila pendiri merupakan pasangan suami istri harus dipastikan

apakah pasangan swami istri tersebut menikah dengan atau tanpa

perjanjian kawin, karena hal in1 akean berpengaruh pada kedudukan
guami istri tersebut di badapan hukum.

d.  Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat
Perseroan Terbatas didirikan®™, dan menvetorkan bagian sshamnya

sesuzi dengan nilasl nominal sshamnyz kepada Perseroan sesual

% Indonesie, Undang-Undang Perseroun Terbotes,op.cit, Ps, 8 ayat{3).
% Wndonesis, Undang-Undang Perseroun Terbetos,op.cit, Ps. 7 ayat (1}
* thid, Ps. 7 ayat (7).
* Ibid, Ps. 7 ayai (1)
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Ketentuan yang dilentukan oleh Pasal 32 dan 33 Undang-Undang

Perseroan Terbatas, yaitu:

Pasal 32 Undang-Undang Persercan Terbatas:

(1). Modal dasar Persercan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta Rupiah).

{2). Undang-undang vang mengatur kegistan usaha tertentu dapat

menentukan jumlah minimoe moedal Perseroan yang lebih besar
daripada kefentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat ().
{3). Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksed pada
ayat (1). ditetapkan dengan Peraturan Pererintah®,

Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

(1}, Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) darl modal dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan
disetor penuh.

(2} Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktiken dengan bukti penyetoran yang sah,

{3}. Penpeluaran saham lebih fanput yang dilakukan setiap kali untuk
menambah modal vang ditempatkan harus disetor penuh’®.

¢ Perbuatan hukum atas pama Perseroan yang belum memperoleh status
schagal badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggotfa

[nrekst bersama-sama semua pendiri serta semus anggota Dewan

Komisaris Perseroan dan mercka semua bertanggung jawab secars

tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut”’,

Setelah Perscroan memperoleh status badan hukum dan pemegang

saham menjadi kurang dari dus orang, dalam jangka waktu paling

fama enatn bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang ssham
vang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian saharmya kepada
orang lain atau Persercan mengeluarkan saham baru kepada orang
tam, apabila hal ini tidak dipenuhi maka setelah jangka waktu tersebut
terlampaut maka segala perikatan dan kerugian Persercan, dan atag
permohonan pihak vang berkepentingan, pengadilan negeri dapat

membubarkan Perseroan tersehut™.

B ibid, Ps. 33,
7 Ibid, Ps. 33.
! 1bid, Ps. 14.
= Ibid, Ps. Tayat {6},
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f.  Menjelaskan secara rinci apa saja yang harus diatur di dalam
Anggaran Dasar Perseroan sesual dengan ketentuan Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan persturan perundang-undangan lainnya vang
berlaku,

Anggaran  Dasar  Perscroan merupakan aturan  main  dalam
menjalankan sebush Perusahaan, schingga kesepakatan yang dibuat di
dalem anpgaran daser harusiah dibuat se{eii;zi mungkin uatuk menghindari
terjadinya konflik dikemudian hari.

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk
membuat akta pendirian Perscroan Terbatas, oleh karens itu Notaris
memegang peranan yang besar ferhadap isi darn akta pendirian Perscroan
Terbatas yang dibuat d hadapannya. Notaris harus selala mengikuti
perkembangan ilmu pengetalman, schingga di masa yang zkan datang tidak
terjadi  permasalahan di antara para pihak yang disebabkan oleh
ketidaktahuan  atan  kelalatan  dani  Notaris  dalam membuat  Akta
Pendinan/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Sangat dimungkinkan sekali pada saat Notaris menyarankan idenya
terhadap isi yang akan dimuat di dalam akta pendirian para pihak akan
menyatakan keberatannya, akan tetapi denpan diajukan beberapa saran atau
masukan teptunya para pihak akan lebih dapat mencari kesepakatan-
kescpakatan lain vang lobth baik dan berguna yang dapat direalisasikan di
dalam Akia Pendirian,

Pengertian dan Taopgung Jawab Peadiri sebagai Pemegang Saham
dafan Perseroan Terbaias

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa besamya
jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor merupakan hal
yang harus dimuat di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Besarmya
modal dasar, modal ditempatkan, dan medal disetor ditentukan oleh pendiri
Perseroan sebagai pemegang saham dalam Perseroan.

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting dalam

Perseroan Terbatas, batk scbagai unsur kepemilikan maupun sebagai unsar
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permodalan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi
mengenai apa yang dimaksud dengan pemegang saham, akan tetapi
pengertian pemegang sabam tersebut dapat disimpulkan melalui ketentuan
pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa
setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada sast perseroan
didirikan”. Berdasarkan ketentuan ini maka setiap pendiri vang telah
mengambil bagian saham dan telah menyetorkan nilai nominal szham
tersebut ke dalam Perseroan maka pendiri terschut menjadi pemegang
saham dalam Perseroan Terbatas. Pemegang ssham adalah sescorang atan
badan hokum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham di dalam

Perseroan. Para pemegang saham adalab pemilik dari Perseroan Terbatas

vang mereka dirikan.

Pemegang saham vang memiliki seham memiliki hak kebendaan
terhadap saham tersebut, sebagai subjek hukum pemegang saham
mempunyal hak dan kewajiban yang timbul atag saham tersebui. Selaku
pemegang hak, pemegang saham berhak mempertalankan haknya terhadap
setiap orang’™.

Kapasites pemegang saham sebagaimapa ferlihat dalam  cin-cin
perseroan adalah hanya bertanggung jawab sebatas pada nilai saham yang
diambilnya serta tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, namun tanggong
jawab terbatas tersebut akan hilang atau hapus dalam hal keteptuan Pasal 3
ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas terjadi yaitu apabila:

a.  Persyaratan Perseroan scbagai badan hukum belum atan tidak
terpenuhi;

b. Pemegang ssham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan  iikad buruk memanfaatkan persercan unfuk
kepentingan pribadi;

¢,  Pemegang saham yang bersangkutan ferlibat dalam perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

# thid, Ps. 7 ayat 2.
™ LG Rai Widjaja, Hukum Peruschaon, cot . VI, (Bekasic Kesaint Balnc, 2006, him.
202.203.
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d. Pemegang sabam yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan
vang mengakibatkan kekaysan Perseroan menjadi tidak cukup wntuk
melupasi utang Perseroan’™.

Kedudukan dan tanggung jawab pendin sebagal pemegang saham
dalam Persercan Terbalas senantiasa berubsh-ubah.

Pada tshap persiapan pendirian Perseroan Terbatas, para pendird
belum mempunyai kedudukan apapun karena Persercan Terbatas belum
berdiri, diantara mereka masing-masing bertangpgung jawab secara pribadi
atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dalam rangka pendirian
Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum
yang telah dilakukan im, yaitu perbuatan hukum yang berkaitan dengan
susunan dan penyertaan modal serta susunan saham Perseroan akan menjadi
tanggung jawab pribadi dan para pendir, kecuali sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,
perbuatan  hukum  yang  berkaitan dengan kepemilikan saham dan
penyetorannya yang dilaknkan eleh calon pendini sebelum Perscroan
dgidirikan tersebut dicantumkan dalam akta pendiriannya, dan naskah asii
atau salinan resmi akta otemtik mengeﬁai. perbuatan hukum dimaksud
dilekatkan menjadi satu dzlam akta pendirian Persercan atau nomer,
tanggal dan nama serta fempat kedudukan notaris yang membuat akta
otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan, maka Perseroan
akan terikat pada bak dan kewsjiban yang timbul akibat perbuatan hukum
yang dilakukan oleh para pendin fersebut,

Bila bal di atas tidak dilakukan, maka menurut Pasal 12 avat {4
Undang-Undang Perseroan Terbatas maka perbuatan hukum dard pars
pendin tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagl Perseroan.

Pada tahap sefelah Persercan Terbatas berdiri, dalam arti bahwa telah
dibuat akia pendinan di hadapan Notaris namun belum disahkan schagai
badan hukumn, kedudukan para pendiri adalah sebagal pemegang saham
sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

s Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbaias, op.cir., Ps. 3 ayat 2,
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Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pendin Perseroan wajib
mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Jadi pada saat
pendirian, para pendiri adalah pemegang saham pada Perseroan yang
didirikannya itu, namun belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat
(1} Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang
saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perscroan
melebihi saham yang dimilikinya, karena Perseroan belum menjadi badan
hukum.,

Dengan demikian pada fase setelah Persercan Terbatas berdin namun
belum disahkan sebagai badan hukum, parz pendin masih  harus
bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah
dilakukannya walaupun perbuatan hukum itu dilakekan untuk kepentingan
Perseroan.

Tanggung jawab para pendin imi menurut ketentuan Pasat 14 ayat (3)
Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dislibkan kepada Perseroan
dengan syarat bahwa Perseroan harus lebih dulu mendapat pengesshan
sebagai badan hukum dan Menteri Hulmm dan Hak Asasi Manusia dan
Perseroan melakukan tindakan secara tegas berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saharn ataupun berdasarkan persetujuan tertulis dan semua calon
pendiri sebelom Perseroan didirikan unfuk menerima semun perjanjian yang
dibuat oleh para pendiri, mengambil alih semua bak dan kewajiban yang
tinbul dan perjanjian yang dibuat oleh pendin atau mengukuhkan secara
tertulis semmua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Pemseroan.
Apabila Perseroan tidak mengukohkan hal-hal tersebut, yaitu tidak
menerima, mengambil alily, atau tidak mengukuhkannys, maka menurut
Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, masing-masing
pendiri vang melakukan perbuatan hulam fersebut bertanggung jawab
secara pribadi atas sepala akibat yang timbul.

Pada tahap benkutnya, yaifu pada saat Perseroan telah disahkan
sebagat badan hulcum, para pendiri berkedudukan sebagai pemegang saham
tzlah menyetor penuh saham vang menjadi bagiannya dengan dibuktikan
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dengan bukti penyetoran yaang sah. Pada tahap ini, kedudukan pendiri adalah
sehagal pemegang saham dan tanggung jawabnya menglkuti kefenfuan
Pasal 3 ayat (1} Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan
bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawsb secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian Perseroan melebihl saham vang dimilikinya.

Pemilik modal sebagai pemegang saham mempunyai kontrol terakhir
terhadap pengelolaan dananya oleh Direksi, hal tersebut dilakukan melalui
Rapat Umum Pemegang Salam. Persercan selaku badan hukum merupakan
subjek hukum yang manditi yang mempunyai keberadaan serts kepentingan
yang terpisah dan pemegang sahamnya dan oleh karena itu meskipun
pernegang saham mempunyai kontrol terakhir melalui Rapat Umum
Pemegang Saham, maka hal tersebut  tidak boleh diselahgunakan oleh
pemegang saham. Pemegang saham yang mempunyai itikad buruk
memanfaatkan perseroan semata-mata umtuk kepentingan pribadi diancam
dengan sanksi kehilangan tanggung jawab terbatasnya.

Dalam menjalankan Persercan Terbatas diperlukan keharmonisan
kerjasama yang diciptakan eleh para pamegang ssham, keseimbangan
kedudukan anfara seluruh pemegeng sabham autlak  diperlukan unfuk
melahitkan snatu kinetia yang harmonis dalam kegiatan usaha demi
memajukan Perseroan. Oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham adalah
wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham, maka Rapat Urnum
Pemegang Saham mewakili kepeotingan para pemilik modal, schingga
sudah sewajamya jika keputusan-keputusan vang menyangkul strukiur
organigasi Perseroan dan kepentingan para pemegang saham adalab
wewenang Rapat Umum Pemegang Sabam untuk mengaturnya.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagali organ Persercan yang
mempunyai kewenangan yang tidak diberkan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batss yang ditentukan dalam Undang-Undang Persercan
Terbatas dan/atan Anggaran Dasar 7°, hal ini berbeda dengan ketentuan
vang terdapat di dalam Undang-Undang Persercan Terbatas lama yaitu

 Ibid,, Bs. 1 angka 4.
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Undang-Undang nomor 1 talmn 1993 tentang Perseroan Terbatas Pasal |
angka % vang menyatakan babwa Rapat Umum Pemegang Ssham adalab
organ persercan yang memegang kekuasaan tertingg dalwm Persercan dan
memegang segala kewenangan yang tidak diserabkan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris’ .

‘Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk Rapat Umum
Pemegang Saham sudah di atur secara mandinl (otonom;} ¢i dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak
sepanjang semuanya dilakukan demt tujuan dan kepentingan Perseroan.

Permodalan, Sakam, dan Hak Pemegany Saham
Modal dasar Perseroan Terbaias terdiri atas seluruh nilai nominal

saham. Adanya modal merupakan konsekuensi dari syarat pendirian

Perseroan Terbatas vang harus didirtkan berdasarkan pada perjanitan antara

paling sedikit dua orang. Undang-Undang mengharuskan para pthak yang

terlibat dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas mengambil bagian
sahamnyaz pada saat Perzeroan didirikan yang merupskan modal awal

Perseroan. Dengan demikian, modal dasar vang telah disetor merupakan

kekaysan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik Perseroan yang pada

awalnya berasal dari para pendin yang dibuktikan dengan saham yang telah
dizmbilnya.

Modal meropakan syarat materill ontuk mendinikan Persercan
Terbatas, maksud dard syarat matenili adalah dalam pendirian Persercan
Terbatas harus ada modal. Pasal 32 dan 33 Undang-Undapg Perseroan
Terbatas, menjabarkan babwa struktur modal Perseroan Terbatas dibagi
menjadi sebagal berikut:

a.  Modal Dasar {duforized Capital} adalah modal maksimum dimana
moddal dapat dikeluarkan tanpy melakukan perubahan anggaran dasar
dan tanpa meminta persefujuan terlebih dahulu dari Menterr. Modal
dasar merupakan jumlsh modal yang disebutkan dalaw Anggaran

Dasar Pergeroan Terhatas.

7 Iid, Ps. ) angka 3.
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b. Modal yang ditempatkan (Issued Capital) adalah sejumlah modal
dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri Perseroan dalam
bentuk saham.

¢. Modal yang disetor (Paid Up Capital) adalah modal yang telah
dipenuhi kewajiban penyetorannya oleh para pendiri Perseroan. Modal
ini yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Seluruh saham
yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan
Perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendin
Perseroan Terbatas harus dalam bentuk uang tunai. Namun tidaklah
demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya
tidak dalam bentuk uang tunai. Hal i dijelaskan Pasal 34 Undang-Undang
Perseroan Terbatas sebagai bertkut:

(1). Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk lainnya.

(2). Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham
ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesual dengan
harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

(3). Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus
diumumkan dalam] (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari setelah aktz pendinian ditandatangani atau
setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut’™.

Pada saat Perseroan didirikan, para pendiri harus sudah melakukan
kewajiban penyetoran atas seluruh bagian yang diambilnya, para pendin
Perseroan adalah pihak yang pertama kali memberikan modal pada
Perseroan yang didinkannya itu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan
bahwa Perseroan melakukan kegiatan wsaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan
bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat

Perseroan didinkan.

® Ibid, Ps. 34.
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Analisa terhadap kaitan diantara kedua pasal di atas adalah bahwa
pendin Perseroan harus menyetorkan sejumiah ailal nominal kedalam suatu
Perseroan sebagai modal awal Perseroan dan kemudian atas nilai nominal
yang disetorkan tersebut maka pendin memperoleh saham sebagai miliknya
di dalam Perseroan scbanding dengan nilal pominal yang (elah
disetorkannya, atau dengan kata lain pendin menyetorkan sejumlah vang ke
dalam Perseroan yang namtinya akan ditukar dengan bentuk saham sebagat
bukti pemilikan pendini sebagai pemegang saham di dalam Perseroan.

Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa
saham Perseroan dikeluarkan atas pnama perlikmya, hal @i berarti bahwa
Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Saham merupakan benda bergersk dan memberikan hak kebendaan
kepada pemiliknya dan hak fersebut dapat dipertahankan terhadap setiap
orang, Saham merupakan tands bukti diri bagi orang vyang namanya
tercantum pada sahar tersebut, sehingga setelah saham vang menjadi miltk
orang tersebut dicatatkan dalam Daflar Pemegang Saham Perseroan, maka
orang tersebut berhak mendapatkan hak-hak yang melekat pada ssham
tersebut.

Terdapat dua macam Dafiar Pemegang Saham yang wajib dimiliki
oleh suatu Perseroan Terbatas yaitu':

1. Daflar Pemegong Saham Umumi, vang discbut dengan Daftar

Pemegang Saham sajz; dan
2. Daftar Pemegang Saham Khusus, vang disebut dengan Daftar Khusus.

Dalam Daftar Pemcgang Sabany harus memuat sckurang-
kurangnya sebagai berikut*:
Nama dan glamat Pemegang Saham;

b.  Jumlah, nomor, dan tangpal perolehan saham yang dimiliki oleh
Pemegang Saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan
lebih dari satu klasifikasi saham;

¢.  Jumlah yang disetor atas setiap saham;

PMunir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hulwpm Bisais, Cet. Il Bandang
{itra Adityn Bakzi, 2608), blm, 38,
® tndonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit,, Ps. 50 ayat (1} dan (3).
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Narna dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukem
yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penenima
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadal atan
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat {2} Undang-Undang Perseroan
Terbatas;
Pencatatan setiap perubahan atas kepermilikan saham.

Sedangkan Daftar Pemegang Saham Khusus berisikan hal-
hal sebagai bentkat:
Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi
beserta keluarganya pada Perseroan tersebut {jika ada);
Keterangan mengenat kepemilikan saham anggota Dirsksi
beseria keluarganya pada Perseroan lain {jika ada);
Keterangan mengenal kepemilikan ssham anggots Dewan
Komisaris beserla keluarganya pada Persercan lersebuf (Gika
ada};
Keterangan mengenat kepemihkan saham anggota Dewan
Komisans beserfa keluarganya pada Perseroan Iain (jika ada);
Pencatatan sctiap perubahan atas kepemilikan saham®’.

Daflar Pemegang Sabam Khusus dimaksudkas untuk mencegash

kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dari pihak Direktur ataupun

Komisarig dalam menjalankan fupasnya.

Pemegang saham merupakan saleh satu komponen penting dalam

Perseroan Terbatas, batk sebagai unsur kepemilikan maupun sebagar unsur

permodalan,

Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan balora:

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;

b, menernta pembayaran deviden dan sisa kekayaaan hasil hikuidasi,

¢.  menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang™.

" hid., Ps. 50 ayat (2) dan (3)
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Hak lain vang dimiliki oleh Pemegang Sabam berdasarkan Undang-
Undang adalah Pemegang Saham juga memiliki bak memesan efek yaitu
apabila Perseroan hendak menerbitkan sahamn barn, terlebih  dahulu
ditawarkan kepads Pemegang Saham Tama®, Setiap Pemegang Saham
berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negen yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, apabila dirugikan
karera tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang
wajar sebagai zKkibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,
dan/atau Dewan Komisaris' -

Seiiap pemegang saham berhak meminta kepada Persercan agar
szhamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bemsangkutan tidak
menyenjui tindakan Perseroan yang memgikan Pemegang Szham atau
Perseroan berupa perubahan Anggaran Dasar, pengakhan atan penjaminan
kekayaan Perseroan vang mempunyai nilai Jebih dad 50% kekayaan bersih
Perseroan, atau penggabungan, pelecburan, pengambilaliban, atao
pemijsahan®™,

Pada dasarmya penyelemggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
dilakukan sekali dalam satu tabun oleh Direksi Perseroan, akan tetapi dalam
hal tertentu Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham lainnya atas permintaan satu orang atau lebih pemegang sabam yang
bersama-sama mewakili /10 (sato persepulvh) atau lebih dard jumlah
seluruh  saham dengan hak suara, kecusli apabila anggaran dasar
menentukan suaty jumlab vang lebih Leeil®C,

Urmian-uraian di atas menggambarkan bahwa pendini Perseroan
dengan menyetorkan modainya ke dalam Perseroan skan memperoleh
haknys sebagal Pemegang Saham. Hak-hak tersebut akan diperoleh para
Pemegang Szham apabils Perseroan yang didirikan menurut dan sesvai
dengan ketentuan Undang-Undang vang berlaku.

B 1bid., Ps, 52 ayat {1},
® thid, Ps. 43 ayat (1).
¥ Ibid. Pz 1.

% Ibid, ¥s. 62 ayat {1).
% Ihid., Ps. 19 ayat {23,
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Berdasarkan keterangan yang telah disampaikar mengenai saham
sebelumnya, maka saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu®’:

a.  Saham sebagal bagian dan modal, karena pada dasamya saham itu
merupakan modal, sebagal yang sering dibaca dalam akta pendirian
Perscroan Terbatas, maka dapat dikatakan bahwa tiap saham
merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham;

b.  Saham scbagal tenda anggots, karepa setiap orang yang akan ikut
seria sebagal anggola dalam kerja sama Perseroan Terbatas
diwajibkan untuk memberkan pemasukan sejumizh uang sebagal
mbreog ke dalam Perseroan. Pemasukan inilah vang diperhitungkan
dalam bentuk saham. Nominal vang pemasukan itu tercantum sama
dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan orang tersebut
adalah anggota yang dJiscbut pesero dari Perseroan Terbatas dan
sebagai bukii diberikaniah saham sehagai tanda anggota,

¢.  Sabam sebagai alat legitimasi, artinys saham merupakan guatu surat
vang menuniuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak,
berhak atas sepala sesuaty vang telah ditetapkan di dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas.

2140, Penerapan Pengainran Kedudukan Swami Istri sebagai Pemegang
Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Telah dibahas pada bagian awal bab ini bahwa sebush perkawinan

yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan
dilaksanakan berakibat pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan
hukum.,

Adanya perjanjian kawin berarti snami istri ity secara hukum memiliki
harta secara terpisah. Perjanjian kawin yang dimaksud dalam hal ini adalah
perjanjian kawin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta benda,
yaitu antara suami istrl diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama
sekali, jadl bukan hanya fidak ada persekutuan harta benda menurut

¥ pudiarto, on.oit Bl 34
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Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung rugi, persckutuan hasil dan
pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan®™,

Berdasarkan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda di atas,
masing-masing suami istn tersebut berhak bertindak atas harta bendanya
sendiri sebagai subiek hukum yang mandin dengan harta kekayaannya
sendiri-sendiri secara terpisah tanpa perlu mendapat persetujnan antara satu
dengan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang,
agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing pihak memperoleh apa
vang diperoleh atau ¢i dapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan
dan kerugiannya, berarti percampuran harta ditiadakan sehingga berakibat
hukem melibat suami istri tersebut sebagaimana halnya dua crang/subjek
hukum yang terpisah.

Sedangkan sebuah perkawinan yang dilakukan fanpa mengadakan
perianjian kawin sebagaimana disebutkan diatas sebelumn perkawinan
dilaksanakan mengakibatkan sejak suami istn menikah maka dianggap telah
terjadi percampuran harta, harta bersama timbul dari suatu perbuatan bukum
yafta peckawinan. Suami istrl yang menikah tanpa membuat perjanjian
kawin diantara mereka maka secara nonmatif saami istri tersebut dianggap
sebagai satu orang/subjek hukum.

Penjelasan di atas dapat dijadikan dasar bagi Notanis dalam
menganaliss para pihak vang akan snemjadi pendini scbuah Persercan
Terbatas dalam hal di antara para pibak veng akan mendirikan Perserqan
tersebut terdapat pasangan suami-istr,

Dalam hal hanya terdapat dus orang pemdini vang merupakan
pasangan suami istri yang menikah dengan perganjlan kawin diluar
persekutuan  harta benda, maka pendirian Perseroan Terbatas dapat
dilaksanzkan diantara keduanya, dikarenskan unsur bahwa Perseroan
Terbatas didirikan olek dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian telsh
terpenuhi,

Dalam hal hanya terdapat dua orang pendin yang merupakan

pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, maka pendirian

= Kital Undang-Undang Hukum Perdaia (Burgerlifke Wetboeky, op.cit, Ps, 138,
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Perseroan Terbatas tidak dapat dilaksanakan diantara keduvanya karena
unsur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih
berdasarkan perjanjian tidak terpenuhi, sehingga agar Perseroan Terbatas
dapat didirikan, maka pasangan suami istri tersebut wajib mengikutsertakan
satu atau beberapa pihak lagi sebagai pendiri, sehingga unsur bahwa
Perseroan Terbatas didinkan oleh dua orang atau lebih berdasarkan
perjanjian dapat terpenuhi.

Penerapan pengaturan kedudukan swami istri sebagai Pemegang
Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan hal yang mutlak diatur secara
benar dan tepat di dalam komparisi akta pendirian Perseroan Terbatas,
karena dari sinilah segala hak dan kewajiban pemegang saham dapat

ditentukan.

2.11. Analisa terhadap Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham
dalam Perseroan Terbatas
(Analisa terhadap Penerapan Pengaturan Kedudukan Suvami Istri
sebagail Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas PT X, berkedudukan di
Kabupaten Bekasi)

2.11.1. Kasus Pasisi
Berdasarkan pokok permasalahan di dalam penulisan ini, maka analisa
pembahasan Anggaran Dasar PT X ditujukan kepada pencrapan peraturan-
peraturan yang menyangkut segala perbuatan dan/atau persyaratan yang
harus dipenuhi oleh para pemegang saham sebagai subjek hukum dikaitkan
dengan kedudukan suami istri di dalam mendirikan dan menjalankan

Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di bawah ini:

a.  Perseroan Terbatas PT X didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesta. (selanjuinya disebut PT X).

b. PT X didirikan pada tanggal 14-09-2004 (empat belas September
duaribu empat) dengan demikian PT X didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

c. PT X didirikan oleh dua orang pendiri, yaitu Tuan A dan Nyonya B.
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Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan seami istd yang menikah
tanpa mengadakan Perjanjian Kawin;

d.  Pada komparisi Akta Pendirian tidak diterangkan bahwa Tuan A dan
Nyonya B adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian
kawin,

¢.  Modal Dasar PT X sebesar Rp. 400.000.000,~ terbagi atas 1000
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 400.000,-, dari
Modal Diasar terscbut telah ditenpatkan dan disetor penuh oleh Tuan
A dan Nyonya P masing-masing sebagar 123 saham, dengan nilai
nonnal seluruhnya masing-masing Rp. 50.000.000,-

2.11.%. Analiss Kasus
Pendiri PT X yaitu Tuas A dan Nyonya B.

Berdasatkan komparist pada Akta Pendirian tidak diterangkan bahwsa
Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istrd, sehingpa dengan tidak
dijelaskan status hukum dan kedudukan pasangan tersebut maka pihak hain
dapai beranggapan bahwa Tuan A dan Nyonya B merpakan dua subjek
hukum vang berbeda.

Sebagai dua subjek bukum yang berbeda, maka mercka masing-
masing mempunyal hak dan kewsjiban yang sama di dalam Perseroan,
seperti  misalnya mereka mempunval hak  univk menghadidi  dan
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima
pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasfl hkuidasi, serta menjalankan
hak lainnya berdasarkan Undang-Undang,

Dernigan tidak disebutkan status dan kedudukan pasangan suami istri
tersebul, maka kefentuan-ketentuan yang telah dimuat di dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar PT X dapat dilaksanakan schagaimana berlaku
bagl Pendir/Pemepang Saham dalam kedudekan masing-masing  sebagai
dua orang atau dua subjek hukam yang berbeda. Dalam penerapan hak suara
maka Tuan A mempunyai 125 hak suara dan Nyonya B mempunya 123 hak
suara, maka segala penghitungan jumiah persyaratan kuorum kehadiran
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maupun kuorum keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Sabam dihitung
berdasarkan jumlah dimaksud.

Pada saat pendirian PT X tersebut, para pendini menyerahkan Kartu
Identitas Penduduk kepada Notaris (selanjuinya dissbut KTP), dan
berdasarkan KTP tersebut tertera bahwa Tuan A dan Nyonya B bertempat
tinggal di tempat kediaman yang sama. Pada tahap pengenalan penghadap
ini, dibutuhkan ketanggapan, ketelitian, dan kehati-batian Notaris dalam
memeriksa identitas penghadap, karena dart KTP tersebut dapat dilthat
kecakapan para penghadap di hadapan hukem yang temtunya hal ini akan
berpengamhb pada kedudukan para penghadap di hadapan hukum.

Pada kasus ini, bukan merupakan hal yang janggal apabila Notaris
setelah membaca KTP fersebut bertanya kepada para penghadap mengenai
status Tuan A dan Nyonva B tersebuf, karena Notaris dalam meniatankan
jubatannya berkewajiban untuk beriindak jujur, seksama, mandini, fidak
berpibak, dan menjaga kepentingan pihak vang terkait dalam perbuatan
hwkum®. Mengingat vang bersangkufan berfempat tinggal ditempat yang
sama Notaris dapat berfanys kepada Tuan A dan Nyonva B mengenai
hubongan hukom atan status dari suami istri tersebut.

Pada tahap pengenalan penghadsp melahi 1dentitas yang diberikan
kepada Notans, Notaris dapat menganalisa apakah para pihak cakap dan
berwenang sebagai pihak di dalam akta. Notaris dapat Iebih proaktif dalam
membenkan  penyulchan-penvuinhan mengenar aktz yang dibuatnya.
Notanis disini berperan sebagal pihak vang menynsun afsn merancang
perianjian para pihak. Perancangan suatu perjaniian merupakan langkab atau
upaya untuk menuangkan seluruh bentuk rangkaian hak dan kewajiban yang
diharapkan disepakati atan telah disepakati olgh para pihak berkontrak ke
dalam suatu akta.

Dalam upaya perancangan suatw  perjanjian/kontrak  yang baik
tentunya seorang Notaris tidak bisa teriepas dari tujuan utama aktivitas
berkontrak, yaitu bagaimana dia scbagai pihak langsung terhadap perjangian
vang sedang dirancang atau orang yang diwakilinya dapat memperoleh hak-

Pladonesia.  Undang-Undang Jobatan Notaris, op.cit. Ps. 16 ayat {1} haof ), ayat {7),
@}, {9
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hak yang dimnginkan seccara maksimal, jelas, benar , dan berkekoatan

hukum. Oich  karena 4, seorang Notaris  sebagali  perancang

perjanjlan/kontrak vang baik mempunyal tigs misi besar yang hars dicapai

dalam perancangan suatu perjanjian/kontrak, yaitu:

2.  Secara maksimal mengakomodasikan perlindungan haknya/crang
yvang diwakilinya dalam perjanjian/Kontrak;

b, Menghindari/meminimalisasi potensi masalah f{antara lain dart
penggunaan terminclogyy;

¢.  Meminimalisast risiko biays dalam hal konflik udak dapat
dihindarkan.

Dengan kata lain, Notaris sebagai pihak yang dianggap lebih
mengetahnl hukum barus mampu mengantisipasi beberapa kemungkinan
yang terjadi menpenai akta yang sedang atav telah dibuataya,

Pada prakicknya, pads saat pendirian Perseroan Terbatas Notaris
hanya meminta bukt: identitas para penghadap yaitu berupa KTP, mengenai
bukti identitas lain sepexti Akfa Nikah, Kartu Keluarga, tidak diminta untuk
diperlihatkan kepada Notaris. Namun pada saaf pendirian PT X, Notaris
scharusnya lebil jeli untuk mengetahu Jebih lanjut status ataw hubungan
dari para pendiri PT X, karena walan bagaimanapun, dikemudian hari status
perkawinan para pendinl tetap wajib diketahui, karena apabila dikemudian
hars salah satu pihak akan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka
dibutubhkan persetujuan dan suami atau istri pihak yang akan mengalihkan
saham tersebut.

Berdasarkan data  yang dipercieh Penulis yaitu berupa kutipan akfa
nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
Karang Barat, bahwa Tuan A dan Nyonya B merupakan pasengan suami
1sini yang mentkah fanpa mengadakan perjanjian kawin sebeJum perkawinan
dilangsungkan, sehingga diantara mercka dianggap  telah  ferjadi
percampuran harta dan sccara normatif suarnt jstri tersebut dianggap sebagas
satu orang/subjek hukum.

Pada saat penandatangan akta pendinian, menurut pengakuan Tuan A
dan Nyonya B, Notaris telah mengetahui bahwa Tuan A dan Nyonya B
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merupakan pasangan suamti istri yang menikah tanpa perjanjian kawin.
Narnun, pada kenyataannya Notaris tidak memberikan masukan apapun dan
mengakomodir  kehendak dari Tuan A dan Nyonya B untuk mendirikan
P X

Schagal pasangan yang menikah tanpa peanjian kawin maka suami
istri tersebut merupakan satu kesatuan karena tejadi percampuran harta dan
dengan demikian mercka merupakan satu subjek hukum atau dianggap
sebagal satw orang di dalam Perserpan Terbatas.

Pada Anggaran Dasar PT X, secara tertulis tersirat bahwa Tuan A dan
Nyonya B adalah dua orang vang berbeds, sehingga penerapan segala
ketentuan scbagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar PT X dapat
diberlakukan tanpa ada suatu kendala, tetapl schenamya apabila ditelash
lebih lanjut terdapat suatu kendala besar apabila dikaitkan dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat di  dalam Undang-Undang Dasar
Persercan Terbatas. Kendala tersebut akan timbul apabila ternyata pada
proses pelaksaan atau memjalankan Perseroan terdapat suate benturan atau
permasaiahan yang dikaitkan pada kedudukan suami isiri tersebut di mata
hulcum, karena memang di Anggaran Dasar PT X tidak dicantumkan status
Tuan A dan Nyonya B, tetapi pada kenyataarmya tentu terdapat pihak.pihak
yang secara wmwn mengetabyi bahwa Tuen A dan Nyonya B adalah
pasangan suami 1stri.

Di dalarn menjalankan Perseroan suate permasalahan tidak akan
timbul apabila scatn keputusan, ketetapan atau Gndekan yang akan
ditaksanakan oleh Perseroan dapat dilaksanakan secara baik, akan tetapi
schaliknya permasalahan akan timbul apabila temnyata dalam pengambilan
sustu  keputosan, ketelapan atau tindakan Perseroan fidak menemukan
solusi, dan kemudian pihak-pibak ferkait mengemukakan bazhwa pada
kenyataannya adalah Tuan A dan Nyonya B adalah suami istri yang
menikah tanpa perjanjian kawin dan scharusnya di dalam Anggaran Dasar
PT X disebutkan mengenat keadaan tersebut sehingga dalam penerapan
ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Anggaran Dasar PT X dapat
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dilaksanaken sesual dengan ketentvan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas.

Permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat terjadi antara
lain adalzh mengenai dipenuhinya unsur Perseroan Terbatas adalah badan
tmkum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Apabila Tuan A dan Nyonya
B adalah suami istri yang menikah dengan perjanjian kawin dilvar
persekutuan harta benda fentunyz penerapan hal-bal di alas tidak akan
mengalarmi kendala, karena Tuan A, dan Nyonya B mempunyai hak,
kewsajiban dar tanggung jawab yang sama scbagal subjek hukum yang
berbeda.

Sedangkan pada kasus ini, Penulis berpendapat bahwa apa vang
tertuang di dalam Anggaras Dasar PT X tidaklah dapat dilaksapakan oleh
para pihak, karens unsur dari Perserpan Terbatas adalah badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian tidaklah terpenuhi, karena Tuan A dan
Nyonya B adalah suam: 1sfri yang menikah tanpa perjaniian kawin, sehingga
mereka merupakan satu kesatuan,

Sebagaimana diketabui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling
tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya tercantum
pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan
“suatu perjaniian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau Iebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™®,

Berdasarkan isi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tersebut di atas teriihat bahwa apabila suata perjanjian dibuat dengan sah
membawa konsekuensi pthak yang membuat perjanjian skan terikat satu
sama lain, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang menyebutkan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk
memberikans sesuatu, untuk berbuat sesuaty, atau unfuk tidak berbuat
sesuatu”®!,

Mengacu pada hal di atas, ketentuan mengenai kourum, hak suara,
deviden tidakiah dapat dilaksapakan, karena di dalam anggaran dasar
ditentukan bahwa:

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdate {Burgerlijke Wethaek}, op.cit, Ps. 1313,
# thid,, Ps. 1234,
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Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka
mereka yang memiliki bersama-sama saham itu diwajibkan unfuk menunjuk
seorang diantara mereka atau seorang lain scbhagai Kuass mercka bersama
dan veng ditunjuk atan diberi kuasa 1tu sajalah vang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum aias saham terschut.

Selama ketentuan di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang sgham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, sedangkan pembayaran Deviden untuk saham ity ditangguhkan.

Agar ketentuan mengenai kournm, hak suarg, deviden dan kefentuan-
ketentuan lainnya yang terdapat di dalam anggaran dasar PT X dapat
dilaksanakan, sefclah PT X memperoleh status badan hukum maka dalam
jangka wakfu paling lama enam bulan terhitung sejak keadasn tersebut di
atas, pemegang sabam yang bersangkutan wapb mengalihkan sebagian
sahamnya kepada orang lain atqau Perscroan mengeluarkan ssham bam
kepada orang lain”.

Apabila ketenluan tersebut di atas tidak dilaksanakan maka setelah
Jangka waldta tersebut terlampaui dan jumlah pemegang saham tetap kurang
dari dua orang maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi
atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak

yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT X2,

Selain sy, Pasal 835 ayat (3} Undang-Undang Perscroan Terbatas
menyatakan:

Dalam Pemungutan suarg, suara vang dikchiarkan oleh pemegang saham
berlaku untuk selurub gabam yang dimililanya dan panegang ssham tidak
berhak memberikan kuasa kepada kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jurnlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
Bunyi Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut
dapat dijelaskan bahwa tiap pemegang saham mempunyal hak suara sesuai
dengan  jumizh  sgham  yang  dimulildnya. Pemegang  saham  dapat
memberikan kuasa kepada pibek Jain untuk menghadin Rapat Umem
Pemegang Saham totapi kuasa tersebut tidak boleh dibeoriken kepada lebih
dari satu orang dan dengan snara vang berbeda pula. Penafsiran pasal ini,

* tndonesia, Undang-Lindang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps. 7 ayat 5,
% thid. Ps. 7 ayat 6,
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apabila kita kaitkan dengan kedudukan Tuan A dan Nyonya B sebagai
suami istri tanpa perjanjian kawin, tentunya sebagal satu kesatuan, maka
pada pelaksanaannys antara Tuan A dan Nyonya B, di dalam menggunakan
hak suaranya tidak boleh mempunyai suara yang berbeda, mercka harus
mempunyai saty suara, dan apabila mereka berkebendak watuk menunjuk
pihak lain sebagal wakilnys, maks wakil mereka terschut berjumlah sats
orang dan suara yang dikeluarkan adalah sama.

Selain itu, mengenai Jual beli saham di antara Tuan A dan Nyonya B,
sebagai konsekuensi dari percampuran harta, apabila terjadi jual bell sabam
di antara Tvan A dan Nyonya B3 maka hal ini masuk kedalam larangan jual
beli antara suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1467 Kiiab
Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian jual beli di
antara Tuan A dan Nyonya B tidak dapat dilaksanakan.

Analisa kasuy di atas menggambarkan kemungkinan permasalahan
vang thnbul sebagai akibat dan tidak dicantumkannya secara jelas mengenal
kedudukan sumni istri sebagai penghadap di dalam komparisi sebuah akta.

Setelah menganalisa parz pihak yang terlibat dalam pendirian
Perscioan  Terbatas, seharusnya Notarls mengungkapkan ketentuan-
kefentuan yang harus dipenuhi oleh para penghadap dan bagaimana
kedodukan suami isivd lersebut dan permasalzhan-penmasalshag  yang
mungkin tegadi dikemudian han, Aktz PendivianfAnggaran Dasar PT X,
secara hukum telsh memenuh ketentuan bahwa PT X telah didinkan oleh
dug orang, yaitu Tuan A dan Nyonya B, namun Notans yang bersangkutan
seharusnya tidak berhenti pada pemikiran bahwa ketentuan didinkan oleh
dua orang atau lebih telah terpenubi, akan {etapl dengan diketaln
sebelumga oleh Notaris mengenat status Tuan A dan Nyonya B sebagai
suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, maka Notaris hendaknya:
a.  menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami istn tersebut sebagai

pemegany  saham dalam Perseroan Terbatas, seria menjelaskan

ketentuan undang-undang dan konsckuensinva apabila pemegang
saham berjumlsh kurang dari dua orang. Konsekuensi yang dimaksud
adalah sebagaimana dimuat di datam Pasal 7 ayat {6} Undang-Undang
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Perseroan Terbatas yaitu apabila jangka waktu enam bulan tersebut
telah dilampaui, dan Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang,
maka Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala
perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permochonan pibak yang
berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan’™,
b.  dengan berlandagkan pada kedudukan suami istri tersebut di badapan
hukum maka Nofaris menyarankan kepada suami isiri tersebut agar
mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang ssham, scbagal
contoh €, sebagali pemegang saham dalam Perseroun, dengan
demikian unsur Perseroan Terbatas didinkan paling sedikit oleh dua
arang atayu lebih dapat terpenuhi, yaitu:
a). Tuan A dan Nyonya B (schagai satu kesatuan yang hdak
terpisabkany; dan
b} TuanC.
apabila telah mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham,
dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Persercan Terbatas, maka di
dalam komparisi akta disebotkan bahwa:
Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa mereka
adalah pasangan svami istri yang menikah tanpa mengadakan
perjanilan kawin, schingga berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terjad: percampuran bulat antara
harta kekayaan mereka sehingga mercka merupakan safv kesatvan
vang tidak dapat dipisahkan, dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat
{5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tuan A telzh ditunjuk

sebagat wakil bersama diantara mereka

™ Lot eit.
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BAB 3
PENUTUP

Kesimpulan
1.  Pemahaman mengenat kedudukan snami istri schagai Pemegang

Saham dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat dan ada atau tidaknya

suate perjanjian  kawin yang dibuat sebelum  perkawinan

chilangsungkan:

. apabila perkawinan dilangsungkan dengan diadakannya
perjaniian  kawin  diluar  persckutuan haria benda sebelum
perkawinan dilangsungkan maka mengelibatkan terjadinya
perpisahan harta secara keseluruhan, masing-masing suami istri
tersebut  berhak bertindak atas namanya sendiri, sehingga
apabila suami istri tersebut mendirikan Persercan Terbatas maka
ssami  istri  tersebut  dianggap mempunyai  kedudukan
sebagaimana haluya dus subjek hukum yang berbeda, suami istr
tersebut masing-masing  merupakan pemilik dan pemegang
saham dalam Perseroan vang mereka dirtkan;

b.  apabila perkawinan dilangsunigkan tanpa di adakannya
perjanjlan kawin scbelum perkawinan dilangsungkan maka
mengakibatkan terjadinys percampuran harta, dan suami isfri
tersebut schagni Pemegang Saham  dianggep scbagai satu
kesafnan yang fdak terpisshken, schingga scbagai Pemegang
Saham mercka sccarg bersama-sama merupakan pemilik dan
pemegang saham dalam Perseroan.

2. Peran Notaris dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

merupakan suami istri:
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a  Notaris menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami isti
tersebutl sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas,
baik apabila perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin
maupun apabila perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian
kawin;

b dengan berlandaskan pada kedudukan suami istri tersebut di
hadapan hukum maka apabila Perseroan Terbatas didirikan ¢leh
summi i1stn yang menikah tanpa perjatjian kawin maka Notaris
menyarankan kepada suami isin tersebut agar mengikutsertakan
pthak ketigs sebagali pemegang saham, atau apabila Persercan
Terbatas tersebnt telah disahkan sebagal badan hukum, maka
dalam jangka waktu enam bulan setelah dipabaminys
kedudukan suand isiri tersebut maka suami istri tersebut harus
mengalibkan sebagian sahamnya kepada pihak ketiga atau
Perseroan mengeluarkan saham baro, termasuk  menjelaskan
ketentuan  undang-undang dan  konsekuensinya  apabila
Pemegang Sabam  berjumlah  kurang dard  dua  orang.
Konsekuensi yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat i
dalamn Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Persercan Terbatas yaitu
apabila jangka waktu enam bulan tersebut telah dilampaui, dan
Pemegang Saham tetap kerang dari dua orang, maka Pemegang
Saham bertanggung jawab secara pribadi atas scgala perikatan
dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihek veng
berkepentingan, Pengadilan Negerd  dapat  membubarkan
Perseroan’™.

3. Penemspan pengaturan kedudukan suami istri sebagal Pemegang

Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah:

a2 Dalam hal suami istri tersebut merupakan pasangan suami jstri
yang menikah dengan perjanjian kawin diluar persekufuan harta
benda, maka di dalam komparisi akta disebutkan:

 thid
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" bahwa Tuan A dan Nycnya B tersebut di atas menerangkan
bahwa mereka adalah pasangan summi istnn vang memkah
dengan mengadakan perjanjian kawin diuar persekutuan harta
benda, sehingga berdasarkan ketentvan Pasal 139 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata maka terjadi perpisahan haria,
maka masing-masing berhak bertindak untuk dan atas namanya
sendins sebagal Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas;

b Dalam hal soami istrl tersebut merupakan pasangan suan istri
vang menikah tanpa penanjian kawin maka suami istri tersebut
harus mengikutsertakan pihak ketiga, sebagal contoh C, sebagai
pemegang saham dalam Persercan, dengan demikian unsor
Perseroan Terbatas didirtkan paling sedikit oleh doa orang atau
lebih dapat terpenubi, yaite
a3 Tuan A dan Nyonya B {sebagai satu kesatuan yang tidak

terpisahkan); dan

by Tuan C.

dan dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang
Hukom Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Perseroan
Terbatas, maka di dalam kompanisi gkta disebutkan bahwa:
Tuan A dan Nvonya B tersebul di atas mencrangkan bahws
mercka adalah pasangan suami istrl yang menikah fanpa
mengadakan perjanjian kawin, sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi
percampuran bulat anfarz harta kekayasn mercks sehingga
mereka meropakan satu kesatuan yang fidak dapat dipisahkan,
dan berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (5) Undang-Undang
Perseroan Terbatas, maka Tuan A telah ditunjuk sebagai wakil

bhersama diantars mereka,

3.2, Saran
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mieks saran-saran yang dapat
dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait adalah sebagal berikut:
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Bagi para pihak sebagai pendiri/Pemegang Saham dalam Perseroan

Terbatas:

a.

memberikan  keterangan mengenal identitas din  dengan
didukung oleh surat-surat yang lengkap dan benar,
memberitalukan kepada Notanis mengenai status permikahan
termasuk apabila perkawinan dilangsung dengan atau tanpa
perianiian kawin;

menanyakan depgan rinci mengenai apa saja hak dan kewajiban
sebagal pendin/Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaky;
memastikan  bahwa segala  dokumen-dokumen  sebagai
kelengkapan yang harus dipenubi oleh Perseroan Terbatas dapat

diurus dengan baik dan diselesaikan tepat waktn oleh Notaris .

Bag Notaris schagal pejabat umum yang dibenkan wewenang oleh

Undang-Undang untuk membuat akta pendirian Persercan Terbatas:

a,

Notaris memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum hukom
kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebatk-
baiknya agar masyarakal menyadari hak dan kewapbannya
sebagai wargs negara dan scbagai masyarakat, oleh karena itu
Notaris harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang bersifat
dinamis, termasuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing;
momints kelerangan mengenai identifas diri para penghadap
dengan didukung oleh surat-surat yang lengkap dan benar,
menanyakan kepada para penghadap mengenal  stalus
pernikahan termasuk ada atau tidak adanya perjanjian kawin
apabila para penghadap merupakan suami istri;

memastikan  bahwa sepala  dokumen-dokumen  schagal
kelengkapan vang harug dipenuhi oleh Persercan Terbatas akan
diurus dengan baik dan diselesaikan tepat waktu oleh Notasis;
selalu menjunjung tinggi etika profesi dan memastikan bahwa

akta yang dibuatnya terjamin sifat keotentisitasannya.
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AETA PENDIRIAN FERBERDAN TERDATAS

/

~ Fada hari ini: Belasa, Tanggal empat bglas ——e—oresrm

September fahun due ribu eampat {(14-09-20D34) ~——— e

~ Berhadapan dBngan Sava, DRI Mo
Sariana Hubum, Motaris di Tangerang, dengan dihadliri —-
oleh saksi-saksi vang seva, Noteris kenal, dan varng -

namanya akan disebutkan pada bagian akkdy skita ini 3 ——

1. —Tuan 2CEHNESRyy Masher of BUBAREBE oo o o
fAdministration, ishic di B, pada tanggal o -

R EIIR PR NGaen Jull tabhun seribu sanbilary — - —ore-—

=

Fuhkun Tetangga GOX, Rubkun Hargs D11, Keluraharn ~--

Lambangsari. Eecamatan Tambun Sslatan, Femsgarg —-

Kartu Tanda Pesrduduk BMomor = AT

‘:;)»ﬁ
Prabruari kabwin seribs sembilan pratus Enjul oo
puluh lima (BE-0Z-19735), wirsgwasts ——————— e
Rukur Marga O1L, Kelwraban Lambangsari,——-—se—mse—
Emoamatan Tambun Delatan, Pemsgang Kariy eoeesssees—
- ¥arbty Tanmda Ferndudoal Nomer @ RN R ey
N N

*
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Warga HNegara Indonesla. s oo s e o e e e

Ltk serentara keduanya berada di Tangerang. -———
| -Fara Fenghadap ielah saya. Notaris, kenal. =————. -
- Para Fenghatap dengan ini menerangkan, bahwa dengan -
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, belsh-
sepakal dan setufy untuk berzana-sama mendiciian suas b
paraseroan terbabas dengan anggaran dasar $SDags Lmsng -
vang termust dalam abkia pendivisn inil, {(untuk —eeeeee

sslanjutnya cukup disinghkat dengan "Gngoaran Dasart i -

sabagai berikubs —-- B~ ™ T e e o e
———————————— —NAME D6N TEMPAT EEDUDUMAN .~ ——— e
= s — — Rl X (= 1| L I e — S e

i. Pergeroan terbatas ini bernema PT. BRREEN —— - o
{(selanjutnya dalam Angoarasn Dasar gukup ——- e
digingrat dengar "FPersercan®), berkedodukan di —e—)
s b s 1 R e B = — — — e ™~ — —— ==~ o s v v o

2. Farserosan dapat membuks cabang atau perwskilan di

i tEmpat lain., Faik di dalam meupun di lusr wilavah oo
Repuabliik Indonesizs sebapaimana vang ditetapkany oioh-
Direksi dengan persehuiuan Komiserig. ————semmmm oo

wrme s SENEEA WEKT BERDIRINYA PERGERUOMAN e wne o

O W Wil fe R .

Parsercan didiriban wntak jangka wakty yang bidsbl oo

tEi"biﬁtEﬁ% o T T s e e 44 S e e s i 4 4 e  am o p e [P

e FAEIBUD BN TUJUAR SBERTH KEGIATAM LIBAHA —— v -

i. Mabkaswd dan tujuen Persertan adalabh f0o——cwe e o v

kng‘Pardagangﬁm CHAPT BB, oo o om o o s s £ s e
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.{ 2. Untubk mencapal meksud dan tuiusan terssbut diatas ———

Perseroan dapsi selaksanakan kegliatan usaba ssbagai-

@Y L BT B o et e e 0=

="

Menialankan usaha dalam bidang perdagangarn, -
antara lain barang-bBaramng mekanikal/elektrikal, -
alat—alat teknib, mesin-mesin dan suku cadangnya-
tendaraan berantor, =pare pEebl/onderdill kendaraan
hermetor alat tulis dan perlesnglapsn bantor , =
komputer, alat telekosmunikasi. baban kimias wee—e
baharn bDangunan, bahan makanat dan minumsn ringan,
mevbaeledr, furniture. fmbastil, gekaian Jagi s e
garment dan barang-barang hasiil ingdusierl Izdineyse-
baik dengan cara ehepor/ispor, antara palaa dan -
ipkal sarts bheriindal spbagolr levoreansis, —o-——wees
supplier, distributor, grossier, perwabkilen sisu-

aoen baik darl perusshsarn-perusshasn didsliam ——-

megeri maupuan SLT0EE AS0Er L. e e e s
Panvewsan, pengopsrasian dan pesslibharsan ——ee e
peraiatan elekironika dan telebomunikasi secrts -
penganErasiannys dan Jase pehysdisan laringan oo
RCpnt ¥ O e R T I ey e~ — R, — 1 v o st s o
Instalasi dan peralatasn komputsr stau jaringasn -
komputsr . WFE, Fansl “ontrol, telekomunikasi dan-
peranakat penunjiang lainnym. s e o e
Jass komnesultasi bigdang komputer serti heglistan -
usaba terkalt darn teknoliogi informas: termasuyk oo
Intermet Zontent Frovider Multissdia, Dessigr, -

dan pEmrogramnans picarccl lunak, distribebor vang -~

N,

perhuburngsar dengan piranti lunsgk. e e

N
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f. Menialankan usaha di bidamg Jj&sa, yang e lipuati -~
Jjasa, kecuall jasa dalam bidang hukown dan paiak,-
I S SN S [OOSR
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pﬂasa l ,q, e e g .t 4 L AN A S S, A R 0 S S Ly
1. Modal Dasar Persergan berijumlah Bp A0, 000 0G0 e
{eapst retus juta rupiah) terbagi atas 1000 —eeesec oo
{maribu) saham  masing — masing sabam barnilazr e
mominagl Fp 400,000, {empat ratus ribu raplah) e
Z. Bari modal dassr tersebut telabh ditesmpalbban oleh e
g pendivid yvaiitug-——om—— o m e 4 5 S i 5

a.panghasdan Tean Plaster of Business -~ -

Administration sebanvak 12% {=eratuas dgus poluaby -
Timal saham. dengan nilai nominal Kp 400,00, -————
fempat ratus mibw rupiabid s L ELL e e e st o
GEDBEBI e dnenuamcwmnrmmwsnansr Al DO DO GO0,

(lima puleh juta ropiah) ————-

tmeratus dus puluabh lima) ———em-

gafiam atau s2besSar (.. rasen. Rp. 30000000, -

{1ima pulun jula rupiah} e
~gehingas seiuvruhnva herjumlaly e
280 {dua ratug lima pulub] e

saban 2iad S2bosSar s uiascwanawas . R 1O0 000G D00, -

fmeratus jubta rupiah) .-

Ee-l00% {serstus persen) dari nilai noeinal setiaspg -
gabham vang telah ditempatkan tersebul distas - - -

\\\mtau gelurubnya berjumlahbh Rp 1O QD0 DG e o
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uzang twhail Repatds Ferseresn oleh masing - ma=ivg -

pendiri pada saal penandatanganan shita pendivian —-—--

GG TE g et o i s i S A . S b A S S S L e 8 S e b 0 S o s

i d.~Zaham—saham yvang masih dalas sispanan akany — e
dikeluarkan aleh FPersercan memoerut beperiuvar - —e—ee—

movial Ferssroan dengan persetuduan Rapat e e

Umum FPempaany SERaM. e e - e e e e
—Fara pemesqang sabham vang namanys Lergatat dalam e
Battar pessgang cabss menmpunvai hak terlebib dalaidu-
urntisk marngamnbkil basian atas saham yvang hendak —we———e
gitelurkan ifu dalam Jangkse wakiv 14 {ssmpei belas) -
Mard ssizk tanggal peEnawarassn dilabuian dan masing ~—
masing pepagang saham berhak smengaebill bDagilan e
selnbang dengan juslah sabamnm veng sereka milikl —e——
(FrooDDELONE: ]« = e e, — v~ B s B e o e e
~Spabila setelah dilekukan penawargn ternvats masihe
#itdn giwa sahat vang beloes diambil Bagian, mals -~
Direksi berhak menawarkan siss sSahanm Lersebut ————e
repada psmegang saham vyang masib bBberminagt. - e
~fsabila setzlal lepwat Jangka wakits 14 (eapat —-ee—
balas) hardi terhitung selask penawaran kepads e e
pemegang sahan terssbut masibh ada sisa saham yang —
vidak dizmkil besiazn oloh pemegang ssham, Direbsi -
havus menasarkannya kepads karyvawan FParssyoan yamg o~
herminat fterlebily dahulu dan bila setelah pEnadsra-
padz kharyvakan pazrgesroan Ltu manib ada sisa sabies e
varsg tddak cdiambil bagian, Direksi berbal sgrcarg -

hebas mana=arkan #iss zaham tersebut kepada pihak —-

\
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Semus sakam yvang dikelvarbkan olsh perseroan adalaky -

sabam abAs I MR . oo e o e e v
vang boleh dimilikl den messopergunabkan hak atas -
mahan Ranyvalah Wearga Negarzs Indonesis atau Badan e
Fukum II‘I{:%Q%‘:QE;Z‘.{%. B T T T iy T i T s s i e e
Parossrgan banya bnergakuil gsorang ataw saiae badan -
Mabus sebagsl pesilik dari sati sabsm. s e o
Apabila sgabam kRarena sgbheb spamun meniadi milik —-e——
batersps orang, maksa mereka yang memililki Sersaumas -
mama 1tu diwadibhan wunitul mesun sk seorang diantserg-
merebha #tal segrang lain sebagal buasa @ierglka e
bersama dan yang diturjul aiasw dibsyil kuassa ituw ———w
saialan yano bkeriek memaerogunzakan Hak vaeng i oeeem—eeee-
berikan olebh hubkuam afas saham tersebhall, e e e
Sulama FEebsntuan delas ayvat 4 disgtas belys di——w—--
Jakoanakan . maks oares pemegang sahom terssbul bidake
Czrhnak mengelaarican susra dalem Rapsb dmus Pemegasng-

Sahan, sedantkan peabavaran divides untuk sabam ibu-

ditangguhkan, —w—— - QR < - s e M g e e
Seorang pemegang ssham meruroat hukum harus turdak -
kapads Anggaran Dasar dan kepeds semua hepulusen -
yvang diambil dengean sah dalam Repat muop Pernegsng —-
Sziram serta peraturen perundang-undangan yang o
Bmelakiz, oo — e e e T T T e e

Farserosn mempunyai sedilitnva 2 {(duad pewmsgang o

\L\S BRI 1, e e e e e e T 4 o i o 5 o i e 7
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-, i it Pasal & mw—mm= e s i

Fersaroan dapat mengeluarkan suralt saham, — e
fipabila dikeluarkan surat ssham, maka wntuk setiap -
salbvam diberi csehalail swurat gabiam . e ————————
Burst kolekiif saham dapat dikeluarkan sebsgal -————-
bukti pemilikan 2 {(dus} atau lebih sabam vang di —-
miliki oleh seorang pemegang sabham, e e
Fada surat saham sekurangnva harus dicantumbany ———-—

a. Name dean alamat pemegang Sabamg —oeeesssmc s

e Momur surat sahamg - S S e T
. Tenggal pengsluaran surat sahamg e e e o
CRENE s [0 il iRl s e e i e -
Fada surat kolektif sabam sekurangnya harus 8i ————
B2 AL BAMIIL BT 8 e o o e s s b 10 T T 0 o
#. Mama dan alamat pemegant BaDEM Y e e s e e
b. Nomor surat kolekiif sabhamy e esee e e o —
¢. Vanpgzl pengeluaran surat kolektilf sahamy ~—————
e, MNAiLlSd NOMANAT SEFTRMET o om o s o o o S i s 2 o £
Bro AL RTE BTG o e e 01 80
Burat sahae dan surat kelekiaf sahas herus ditanda ~

tangand oleh seorang Dirgktur Utesms dan Komdssris., -

wwwwwwwwwwwwww PEMGGANT LT SURAT SOMAN e — e

mmmmmmmmmmm e P A g T e v s i s sy s s i o i et o s
Apabila surat saham rusal atan btidalk dapast dipaksi -
lagi, maka atas permirtaan meceba yang berkepenta -

roan Direksi akan mengeluarkan surat mabigm e ———

pangaeanti. —— ———— —— o 0 s i e e ——— -

#Zurat saham sebagaimana dimpskagd dalam ayvanr L s-—-—e—--
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bsmudian dihapuskan dan gleh direksi cibuat berita -

acariz untuk dilaporkan dalam Rapat Usum Pemegang -
Baliam Der LR UMY E o o e o i o s o o e S e e T e
l %, Apablle surat saham hilang, maks stas vermintsan -
mergka vang berkspentingsan, direksi akan mengelose -
ban surat sahss pengganti setelah menural pendapal -
direksi kehilangan itu cukuap dibuktiken dan dengan -

Jaminan yvang dipandang perlu oleh direksi wntnk e

tiap peristiwa vang khugus, e —— e — e = e
f 4., Seteiab pengaanti surat ssaham tersebut dibkeluarian.-

maks asli surat saham tidak bariakue lagi tevbhadap —

s e e e, — e T " B~ S T T

f . SDepmizs biave unituk pengeluaran pengoganitid suwait sashame

it ditanggung oleh pemegendg S&NAM YRRG o e e s

ey h@EP@RTITIGEN, T e i s e
[ He Esmtsntuan dalam pasal 7 ini, auitaiis-mutandis jugas ~
beriaku bagli psengeluscan penoganti surast Rolskeid ——
ﬁ&ham T T T T i St T o s T T T T T W T =k £ b e s - e e

wem e BEEFTAR FEMEGANG  B88HAM DA DAFTAR BHUSLE ——e——ee

-

D L B T T

1. Perggrass mengadsksn dan menyimngen Deftar Ponecsng

Saham dan Defiar Whoasos diltespat ksdudubar e e e

F g R B LTI L) o e A e o i e i T W o e e W e e s s e e v o
Z. Dalar Dattar peasgann sabam itu dicatals »e e v
&, nama dar alamit para pesmegang sahamg e s

b. Jumnlak, somor dan ftsogoasl perolebhan yvang i -0
| miliki pars pemegans SERAA] = e

¢, Jumlahn vang disgitor atss setiap sabam; w0 oo,

d. nams dan alamat dari ovang stau badan huhom yaeiegs
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1 w. ksterangan panyetoran saheam gdalam benbuk iadn e

1 SELIBLT WATG S GaFt rmr e s e i e e s ot st St i e
lfw keterangsn lainnya varng diangagap perlu alets —e-—o
k Direksi. oo e o e e e e e s

t 3. Dalam Daftar dhusus dicastat keterangan mengenai - -
bepemilikan sabam angogots direksi dan komisaris ~o—
peserta keluarpganva dslam Persercan dan/atad pada -~

Perssroan lain serts tsnggal saham it diperolaebh. —

4. Pemggang sahss haruas memberitahiikan sebiap —e— e
perpingahan tempat-tinggal dengan surat Repads s
CAE e = 2T e, R G e e T T T

~Selana pembesritabhuan Lho beluw dilazhukan, malbs oo
smgals pangoilan dan pesmberitabuan kepada gpeamegasng
saham adalan sabh Jika dislamathan pada alamat o

pempganyg =ahan vang paling akhder dicatat dalam ——o—

Patltar Pemegars Saham, orers oo e g i e

\§* Girsksi berkswajiban unituk menvispan dan memelibwmra-

Da¥fiar Femegarg Babam den Datisr Khusus sebaay -

FYEUE BERY 80 0 e e o s i 2 1

I&* Seiiap pemegana sabam beviak melibat Baftar -——- e —
Famegang Baham dan Daflar Ehusus pads wakba jam ——e-
peria kanitor Pesroertan. oe—ee 1 1 S e
e < o e o e e = FEMIMDAHAN HAK ATAS BAMADL —ewrmm oo i e o
e s e b b S e e 7 e e b T F‘E(ﬁ»&l D e e e b e ik S a4 s e 74

tln Foemindahan Mak atas sahas harus berdasarkan akbe —
pemindainan hak yang ditanda~-Ltangani olabh yarg — e

menindabkan gan vann seneriaa pesmindanan atau sabhile
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[ mereks yang sah. —oeessemse i o e e
I 2. #kta penindashan hal ssbagaimana dinaksud dalam gyt

11 atal salinanmyva dizampaikan kepads Peyvgeroan. —oe—

] e Pemingahan hak atas sabham banve diperienankan ———ee
i dengan pegrgetujusn Rapst Umam Pesegang Sahas, ——emee

[ 4, Pemegang salam vang hendak memindzhhan hak atase e

gahamnya harus oengaionkan permobonan ssoaka ooeeemese—
teriulis tentang makswidnyva kepada fapab Unum e -
Femegang SBahan melalul dirshsi. ——— e e e
5. Rapat Uoum Pemeganyg Saham Walib mesderiian —eere e

pergstujuvannya stau sencolak persohooan ssbagadmans -
cdimaksug syst 4 sersrd tertulis dalam djangkn wmabklo -

maling Tama 90 {(sembilan puiub) hard ternitang e e

seiak diterimanya PermoiOr@En . e s s s e
& Daism kel jangka wakituw sebagaimans oimsheud deisam -

avet O telab lampau dan Rapat Umus Fesmegang Sahss -

Ladal oemberiban pgeroyvataan tertuelis, mabs& - e
corpohonan disnqgap disetuiul. o rem s e
l 7. DBalawm hal Rapat Umus Pensgang Beham wereel sk e e

H

permohonsn sehagainsne dimskeud dalaa ayvaet A, wmakes -
Rapat Umwm Femegang Saham harus mernuniol peaesiant -
sabam lzin sebagal calon psebell sansm oprssbul,dan~
persernst waiib menjamin batwes semuz sabeu dibeli -

derigan bargs vand wajar dan dibayvar tunai dalam — -

wak ity 30 {(tiga puluh) hard terbdiuso seiak —ee——eer—e
persaiukan diTakiliama e e st s 8 02 o e

B8, Dalam hal pensliaskan permohonan tidsk disertgi ——oeee—
panuniukan sebagaimana dimaksud dalam ayvat 7, mafa -

Rapat tnus Femsgardg SBsham dianggap menyeiod i s e
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fi pemindahan hak atas sahas Lersshbul. e —we o
l Z. Pemindahan halk atas saham hamva dipgrbulehkan ~———-

apabilla semda ketentuan dalasm Angoaran Dasar telab -~

dipenuhi. ——eo—m o —————— v o e e o e s
1g.Mulali harid panggilan fapat Usum FPeaegang Sasham e

gampal dengan hari rapat itu, pesmindahan hak atasg -

saham CLdak dipRrEerTarlgiry . e s o o o o o 2 i s s st s s = 0
1ivfApabiia karena warisan, perlavinan atsu ssbab-sebabe-
iain saham tidak legi menjadi milik Wargas hNegara ———
Indonesia atau badan hubum Indonesia atsu apabils ——
searang pesmogana sabam Eehilangan kewsrganegarsam o
Indonepsiznys, aabka galay Jangha wakito 1 (satyy) —e——e
tahun oramg ataw badan bathos tecsshnt dilusiibkan e

urrkiik mendual atau memindahkan hak atas gatass dbu o~

3

L SLlETL e

al

kepada seorang WMargs Negara Indonssiz 36

baddan hualkom Dndorngsisa,. menarol keteotasn Gnggarsn ——

I}a SaF . PO, .. ... . OO e B s SO OO ... . .t 1 i e o T TN
12.8slama ketentuan bLersebut dalas avet & pesal ini ——
| balum dilaksangkan, maka suars yvang dikeluwarkan —-e—
dalam Rapst Umus Pemsgang Sanam uncbel ssbage dte e

dianggap tidak san,. sedangkarn pemnbayaran dividen ——

Etas SAREM LU OL COIIEIR o o s s s s o e e g
e [T [ i N
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww s PAGE] LD e e

1. Parseross diurus dan dipimpin oleh gusty Direbsd e
vang tmrdivi dari seorang Direktur atau lebibh, e
apabiis diangkat lebih dari seprang Divekior, esba —

saorany diantaranya dapat diangkat ssbageas Disshkiuar-

\ i}tama o it s s A 4 P 5 R T 5.7 £ g 1 4 £ i 1 3 3 e i e i i
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Yanyg boleh dianghat sebagal anggota Direksi hanya ;_
lakh Warga Negara Indonesia vang semgnuhi e s
persyaratan perundang-undangsn veng bsriaku. e
Pars anogota Direks: diangkat olen Hapat Umum ~——m——
Fomegana SBahar, masing-masing uniuk jangkas wakia e
H {iima) tahun, dan dengan tidak ssrgurangl hall o~
Rapai Umuss Femegang Baham wntulk memberhentikanmya ——
sowak tu—wak Tl w1 T S 2 2 ) e
Fara angacta Direksi dapat dibsri gell dan/zxiau ———-
tumianpan yahg Jumiabnya ditentukan oieh Rapat Umam—

Pemecanag Sahas dan wewsnang tersebut ocisgh Rapst ——--

Unum Femsgang Baham dapat dilimpahkan kepada - o
BRSO M. o i e e e e o o s e i e i s
Apabila glen suatu ssbab jabatan anggota Dirskei -
iomong, maka dalaem Jencks wakbua 30 (btigx peiuh] e

hari seiak teriadinve lowongan, barus diselenggara —
Ean Rapat Unwe: Femsgang Saham antod mengiald oo s
ioworngan it dengan memperhatiran betentuan oo -
sehagainans dimagbsnyl dalam ayal 2. meommr o e e

Aoabila cileh suatu sebab apapun s@Smia 1abalan —w=e e

‘;zg

£

W

w

-

o
)
i
i
1

arnogtta RDireksl jowong. maka dalam Sangk
30 (tiga puluh} hari seiak terjadinya lowopgan -
tersebut havrus digsslenguaraban Rapsat Uswae Peomegansg -~
Samen untuk mengangkalt Dirsksi barwu, dan wrhbusk ——— oo
semenbalr-a Forseromr diurues oleh Komisaris, ——e—e—e e
Sgorang angnota Diresksi berbak sesgundurisn diri —--
sl dabebtsanya gengan meaberitabubkss sposrca —ee e
twirtulis meEngenal meksLdnva Lersebut hepada e

ferseroan sshursngrya 30 {(Tigs pulubh} hard sebelum -
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I Langgal penguUndur@n dLrLny R, s s e i s s
18* Jabatar angaots Direksi berakhir apabilas =~ e
&. kehilangan bewargansgaraan Indon@giaj e s o

b mengurdurkan divi sewsuai dengan kEetentuan syait 7y

. tidak lagi memenubhi perevarstan pgrundang e————ee
| undangan Yang berlakuy e e o o e e e
the METANGEAL QUM L B s e e e e e e s e s

. dibsrhentikarn berdasarkan kepuitussn Rapat Umuam -

[ Pemegang Saiaim . e s oo s meor e s o i s i o o o it e e e
~~~~~~ e TUEGAE DAN WERENANG DIREKSI o s o
e i $h o e . b T 4 b Sk 3 e ety e iwv';;{p:ﬁ;;ai 3 i e e e e g s

. Direkel bheviangoung iawab peneb dalam melabeanakan -
tugaesnva wntuk keppentingan persercan dalam mecsapai-—
mabaugd Uan LU JUanImyE, e e e e o e et s e e
| 2. Setiasp snggots Diveksd waiib denpen itikad bais dain-

penub tangoung Jewed saenjalankan tugasnya dengan -

mengindankan pmraturan perundang-andancan yang -

Derlaly, e — e o e o b s e o 3 —— ek R i e s
IE. Direksl berhbak mewakili Persercan didalam dan dd -
luwar Fergadilan tentang segals hal dan dalase seosia-
rejacien, mengivat Perseroan dengan pihak iain dan -
pihak lzin dengan perseroan, cserita ssnislankary —eee—
seegala tindskan, baik vang mengenal kepsnguoruasan -
maupin kepemilibkan, akan tetapl dengsn pembatasan -

BaFa G Bale 3 s o o s i s e

@, meminiam ataw memindaskan usng shas nams oo
perseroan { tidak termasuk mengambil wang oo
pEraeroan 81 Barml § g e s i i s o o i

\LF“ mendirikan suaty usabha bara atauw burel sstrits ——
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/
pada perusahaan lain bzilk didalam maupun di luar -

- harus dengan persetujuan seorang kKomisaris. ---—
Ferbuatan hukum untuek mengal inkan, melepaskan hak —-
atau menjadikan jaminman uwutang seluruh atau seblagian-—
besar bharta kekayaan FPerseroan dafam satu tahun ——---
buku, baik dalam satu transaksi ataun beberapa ———- - -
transaksi yvang berdiri sendivri atauvpun yamg — -
berkaitan satu sama lain harus mendapat perseltuivan-
Rapat Umum Femsgang Saham yang dibadivri atauw ofi- —--
wakili para pemegang sabam vang memiliki sedikitnya-
E/4 (tiga perempat) hkagian dari jumlah seluruly -
saham dengan hak suwara vand sabh dan disetujui oleh -
sedikitnya Z/74 {(tiga perempat) bagian dari jumlsh ——

selurub suars yvang dikeluarkan secara sabh dalaan ——--—-

Ferbustan hukum wuntuk mengalibkan staw menaadil.zn
szbagal jaminan hutang atauw melepaskan hak albow -
harta kekayaan Perserocan sebagaimana dimalsud dal zm-
ayat 4 wajib puls diwmumban dalam 2 (dua) sur«sl
kabsrr harisn berbalhasa Indonesia yang beredar di - -

tenpat kedudukan Fersercan paling lambat 20 (tigw ~-

puluh) hari terhitung sejal dilskukan peroustarn —---

hukum tersebut. ——— e e e e e e -
&. Direttur Utama berhak dan berwenarng bertindal —-—-
urntulk dan atas nama Uireksi serta mewakilas - -
Fersercan. —w———————————————————— o o - -
b. Dalam hal Direkiur Utama tidak hadir atau ber ———

] halangan karena sebabk apapun juga. hal manzs —e---—-

AN
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4ftidak parlu dibuktikan kepada pihall keiiga. maka—

salah segrang atgoota Rireksi jainnve berhsk dan—
¥
herwenang bertindsk untuk dan stas nams Direksi -

serta meEwakilil FPErS@roan . s s i o o o o o
7. Direksi cntuk perbustan terteniu berhak pula e
mengangkat seorang atsw lebih sebagad wakil atay —~ew
knasanva dengan semberillkan kepadanya kshuasaan yang—
giatur dalam sural KUSSS. mm oo s v s s o
f H. Pembagiasn tngas dan wewenang setiap anguota Diveksli-
gditeprtapkan olehk Rapat Umuem Pemegassg Saham den ——ee—o—
wewanang terssebul aleh Rapst Unmum Pemegang Salitadm e
dapat dilimpahkan keoada Fomisaris. —wr oo ems oo
| 2. Dalae nal Perseroan senmpunyai kepentingan yang ber —
tentanaan dengan kepentingan privadi seorang —mee———
arigaotas Direksi, aska Pecrsercan akan giwakili oien
anguote Dirgksil lainnyse dan dalias bal Perseroass -
mampunyail kepeniingan yang bertentangss deangan oo

Lepentingan selurub snggota Diveksi, mabka daslan hbel-

i Fergeroan tdiwakilil olsh Eonlsfeig. e oo -

e e e RAFET DIFERBL s e o

s st o L o st i sk o 24+ 1 S s v, A S S g Paﬁéﬁ%z Lo e s e i bt i W e 2

L. Rapat Direksl dapat dilakukan setiap wakia hilasana-
dipandang perla oleh secramng atau lekit anggobtas -
Pirwksi staue atas pgromdintasaen terbulis dari seorang -
atau lebih angoota Komisaris atauv ateas peraintdagn ——
tertulics 1 (satul peaggang sabhan atan lebdlbh vang - -
bergama-gana sawaklll 1710 {(satyw psr sepulchz roereee
bagiarn dari Jumian seluruh sshan dengan hel suars -

A yang wah‘ i AT R, S e 8 A S YT e G AHE A A R A o = . 0 b 4 g e . s b s g+ 7 e U 4R A b P 8
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Fanggilan Repat Dirsksil dilskukan oleh anggota ——we—
Direksl vang berhak mewakili Dirphsi menuraf =
betentuan pasal 11 Anggaran Da%a} imi, e
Pangoailan Rapat Direkel harus disampairen dangas -
surat tercatat ater dengan suwat vang dissapailian e
langsurg besosde setiap angoaola Dlirebsi dengan o
mendapat tanda terima psling lambatl 7 {(tujiubh} haei -
gebelun repat diadakan dengan fidak mempsrhitungkace
ranggal pasnggilian dan fangoal rapat. —oeeeeessswereeo
Pangoilan rapst it heras sencantuasban acara, =
tangusl ., wakltu dan LeEmpal ragal. s oeersoesmes e
~Rapal Dirgksi disdaban ditempat hedugukan -reeee oo
FPoermsmcomn atay tempat kegiatan wsaim FeraerDan . roee-
“Apalbzila semus angaota Direksi hedie atan diwabkivi,-
parggdlan terlebih dabhulu tersebut Uidak disysoral ——
Larn dan ragat Diveksi deapst disdakan olmanspuus tilga-
dan bhechab mengesabil keputusan yveoo sah dan oo
MG &b 8 F o oo o o o e e £ T i 7
Rapat Direksl dipimpin cleb Divekiur Ubams dalam — -
el Bireh bar Uisms hidak dapal hedis stan Deripsde

fgan el omans tidsk perlu dibubktikes kepads pihasbl —
hetiga, smaka Rapal Direbsi akan dipimpis oleby e
secrang angoebitsa Direksl yamng dipilibh oleh dan dari -
arngootes Direksi vang hadir. s o e v v = v
Sgurang anggota Dirskzil dapat diwakili dalam rapat -

Direksi hanya oleh anggota Diveksi lainnys pacdasaio

Boary SUPTAE JLEEEB I . e e e e e I
Rapat Direrwl adalan sah dan barhabk eengambil - -

beputusan vang menpibkat spabllis sedikitroys 270 cdus -
b4 3
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4 perliga’ dari jumlah anggots Direksi hadies staa e
diwakili dalas rapab. —— e e e s =

l 7. Eeputusan rapat Direksi harus diambil berdasscrban -
musyawairah untuk mufakat. Dalem hal kepotusan — e
berdassrkan musyawarah untuk sufahal tidak bercapesd,
sika keputusar diambil dengaen pemuunguban Suars e
berdasarkan suara setuiun sedikitnya 2/3 (dus pse ———

tiga) dari jumlah suars vang sabh vang Jdikeluarkan -

AT BM  E BDE T o oo o e e e s 4 1 5 e s
[ 10.Agabila suars vang seiuviu dan vang tidak gsiudg ~eee
herimbang, maka keius Rapst Dirglsi vang akagy e
P e ] LU F SR8 o o et o e o s i A e ot T ek —

l1i.a,. #elisp anggots Pilreksl vang hadir barhabk menos -

»

Ingrkan 1 {sz=itu) suarae dan tzmbabian 1 (easioal e
zuara wntul setiap anggots Direksi Isin vesog di

prnr s L I g R e —— L — e e s st e
o Pamunguhban suars mengensir diri orargg diladiukane -
dengar surat sumras fertubup tanps vanda—tangan, -
sedanglkan perungdian Susra mengesiai hal-kal Lalo
dilakukarn secars lisan bhecuall kKeblus rapat e -

mensmiukan lain tanps ads keberstan darl yvang e

e AR o - -~ Y A -« -~ v = =/ s

. Buars blanks dan suara yang tidak sab disnggan -
tidek dikteluwarkan sscara saby dan diangoap Lidak -

sdda seris tidak dihitung delam mensniunbkan jumlabe-

SMEra vany OiR@Bumriar . oo s i s s
12.Diveksi dapat jdugs mengasbll kepuiusan vaNR0 sab e e
tanpe mengadakan Rapabt Direksi, dengsn ketentuarn ———-

semua anggota Zireksil telabh dibgritabu secayra —ee e
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tevtulis dan seaua angaota Direksi semberikan Derss-
trjuan mengenai usul vang digjukan sgoara teritulis -
serita menanda-~tangani persetuiuan fersebab,. o e
iZLteputusan vang diambil dengan cara demikian ——m—men
mempunival rekuatan yané sama dencan Repulusan ywamg -
diagibhil demgan saby dalam Rapah Direksi. oo s
e e o o e e EHE L S8R 1IE e — o —

ottt i e e e e e e it o s A e Fb et T F T e s s st e 7 i om0

e kBomigaris terdiri deri sgorang ataw lebibh anogota -
Yomisaris. apabila diangkat lgbih dari ssorang .
anagota Komisaris, sakia SRorang diazntaranya dapnal -
dianghkat meniadi Nomisaris WLamo. —w— s e s o

l 2. Yaruy boleh dlangikal sebagsl angQoia Womiwaris Panys -
Warga Megara Indonesia vang oomnenulhi persyaralare -
varng oiteniukan peratuyan pErundang-ungd&sngan yarig oo
T I - . . T -

’ L. Anggots Yomisavrie diangkatbt oleh RHapab Unus Femsgang-
Baham arnituk Jantgka wakio 3 {limar Labnoy dangeny e —
tigak mengurangl hak Rapai Usmus Femsgang Dabham —eee—-
wrrbul membasrhentiban sewak tu-wp il e wo e o

4. fngaeta Komiesris dapat diberi aedi odan/aloti e
tuniangan yang Jumiasbnys ditenilkan olen Rapat Usuoe
FEMBY AN FEITRAI o 0 o i o e e e e g

5. Apabila oleh suatu sebab jsbatan angoota Homisarisg -

Iowinorgg . mara delam jangke wabtu sedikiitnys 30 (Liga-

puludil hari setelab terisdinve lowongan, hwmous di

melenagarauan Rapat Usam Pemegsng Saban untul e -

mangisl lowongssn 1t denpan memper at voen ke lgntuan -

\\&yaﬁ T OREEEL AL 4 e e o i i e o i
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1/b, Seorang anguota Komisaris berhak senoundurkss diri -
dari jabatannva dengan memberititahukan secara ~—ew—e-
tartulis mengenal maksud tersebul kepada Perssrpan -

sekurangnya S0 {tiga puluhb) hari sebslus tanogsl —o

DEIANIIUT B0 1 PV L o o e i ot i T 2 e Tt ot i —
Y. Jabatan anggolts BEomisarig berakhic apabliiay —o——eree
a. Hehilangan kewarganegarean Indonssisg —reerewe s
e mengundurkan diri sesusi dengan ketentuan avail 4;
c. ticdak lzagi mesenuhd persyvarastans peruongang ——-e———
l WNAENQEN YaNG R I ARILLE e e s e sy
. mEninogal durmdmg e o e e e
=, diberbenitikan Derdasarksn begpubusan Rapst Uewam —
S T 1O e TR P -l — - R - = e =
e TLIHSEE AN MEWENARNG WOMISAR1E —wo e
L s e st s i . S s e i e e s - e Pé&féc‘:{i Jo A e e b i s s s o
i. Komisaris melakukan pgngawaszs atas kebilasbsangan --
Direkel galam menjalankan Fergsiroan arbg oo
memaberilan nagehat kepada Direkai. —o—se s e :
l 2. BEomisaris ailk bhersama—same mauvpun serdiri-sendiri-
sehian waktu dalam Jas keraa Eanior Perseroan bhey e
JEE memasuki bapguoan dan balaman aten tsapst false
vang dipsrgunakban stau vang dikussxi oleh Persercan
dan herhak memeriksa senus penbikaan, surast dary -
&lat bukii lainnya, semsriksa dan mencoooban -
keadaarn wuang kas dan ZaiNW1&iﬁ sertae bearmak wnbtulk--- .

A

mengetahul segals tindakan veng telah dijalankare—-——

D1ER DATRKE L o oo e e s e i

14

|

. Dirsksi dan seilap anggots Dilreksi waiilr unlohe-oee

\L\mwmbwrikaﬁ penjslasan tentang segalas hal yvang i~ -
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tanggal, wakiu, dan fempat rapel.—oememeeem e s e
~Rapal Eomizaris diadabkan ditempat kedudukam — e
Pergegroan albsw tempst kegilaian wsaha Perseroan, -o——
~Gmabila semua anggota Komiseris hadiv stau di—-oeew
wakili, pangoilan terligbih dabualu tersebuft 3tk e
disvarathan dan repal Eomissris dapat diadalan—e—--
cimanapuw: Jugs dan berbak mengasbll hepuivzan vang-
a0 dan sengikal. oo oo e e T A A T s e e
Rapat Komisaris digimpin oleh Kopiseris Uiams dalas
el Komisaris Utamsa tidalb dapat badis atan ber—--—
fhaianaanr hal mana ticdsk perig dibuktikan Lepagae-—-—-
pihak ketigs, mabks RHegpst Yomisaris aksen dipimpine——
Fieh =meorang vang diplilah cleh dan dary angooia--oe-
Kamisaris yveng hadiy .o = e S el - e 4 = s e
Beorang angogota Komisaris dapat diwakill dalame—-e--
Rapat Keomisgris hanva oleh seorany angoohs, s
Fomisaris lairmnyag Derdasarcban gurat kdasa, ————ee— -
Rapat Komizsaris adalsh sab dan berhab sssngambili-—-
Faputusarn vang mengliat hanrya apabilis ssdibibnya—
S o {dua pge tiga) dari dumlaln angoote Komissris—
hagiv atew diwakill gdalam rapeth. s e e
Keputusan Rapat Fomisaris harus diambil berdasark
musyanarab untuk mafabkat, dalam bal keputusan ber
dasarkan musyawarah wonbul smafaicat Cidask tercapal,
maka keputusean diasbil dengan pemunguilsn Su&va-- -
Serdasarhan suara sebuiu sedibitova @73 (dus pare

tige) dari Jjumiab suars yang sah yvang dikelasrkes

L da laf‘;‘} f'”c"jé:}at w T T e e st i Hm s S A s A s R
A0 Apabila suara vahg setulu dan tidak setuiu e

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



[ il

imbang, maka ketuzs Rapat Homisaris vang @kan- e

menentukan .- —— - I s s s o 4481 e
L&« Setiap anqggots Fomigaris yvang hadir berbak e
i mengelusrkan 1 {satul susra dan tam%&%&; § e
{satu) suara untulk seibliap angoots Fosmisarie laln

yann tllwdB I ANy o o e i e e e e e e

‘b, FPamuangutan suara menpesnai divi orsng dilakukan——

i3

13X

dengan surat suaras tevitutup tanps tandea-tangsng-
sadangkan pemunguiLEan suars mengetial bhal-hal lsin
dilakukan dengan lisan kecusli Kebua Rapal s e———

menentitkan lain tanpas ads keberatan dard yamge-—--

¢ Busra Blanko dan suara vang Ticdab sal pianmggaos-
tidak dikgluarkan secara sal dan diangoap Lidal

sada serte tidak dibhitung dalae sernentukan jamlab

auard YEng OIRLLIRIT I QT o oo o o s oo s i ot ot 51 s o s
omisarie dapsi Jjugs mengambil kepultusan yvang sabee
tanpn mengadshkan Rapat FKosissris dengan ketenrtusn——
semus anggola Fomisaris Relah diberiiahy secrae———-——
tertulis dan semua angaots Komisaris semberilaneee

persetujuan mengenail uvsul vang diadubkan seonra Ter——
twlis serita meEnanda-—-tangani perssiuiusn tersebhat .-
Japuitnsan vang diambil dengan cara demiliad, medas -
punyai kekoatan yang sema dengan keputusan vaeg-—-—-—

diambil dengan sah dalam Rapal Komisaris . s

--------------------------- TAFUIN = FRUKILL e oo o s o e e

1”

3

- Tabuir buky perseroan berialany deri tanggal & (dua:

&lxganuari sampai dengan tangoal 31 (tiga puiub matug -
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I 5 0 I E 3 47 o s s o s 0 Y 2 Ml B il 0 844
~Fada akhir hulan Dessmber tiap tahun, buky e e
Feragroan ditubup. Untuk peritama kalinva m%nu*ww~ww
Ferserosn dimulasl pada tengoal dari shkia peod e Las-
persercan darr dituiup pada tangeal Lige pulub smbn-
Desenber babhun dua ribo empat (311200045 0 —emmm
2. =~Dalam wakty paling lambat S {(lima) bBularn sebtelan—-

buku Pargseroan diftuitup, Dirsksl menyusuan laooran- -
tahunan sesual keteniuvan peraturan perdRdarg —ees—-
urgannan yvang berlakbu vang ditanda-—tangans olah we-
sefiua anpgota Dirsksi: dan Homissrls uantouk diasdaban-
dalam Rapat Limun Pemegang Sabiam Tahuman o oo v
~laphran s Labunan tergebuat harog sudeh diseds sban-~—
dikanitor Ferseroan gaiing lasbat 149 {e2mpab gelas)-
Bmed 2ekgivs tanogal Rapat Umus Pemagang Sahane -
Tarsinan diseleangyarabkan, agar dapat dipsrickss olale

Prar s DEmEaare] SERTIEAE o e e i e — s s e

st o oo SMERATY DABREEE PEMEPGANG  SAPIAM e e
————————————————————— Paszl L7 —mr o e e
de Raps it Limum Panegang dabhas delan Ferserogn adalabe o
#. Rapst Uspum FPemegsng Baham Tahunan, sebsgaimanz-o
gimaksug dalam pasal 18 Anggaran Dagar diniz—e————

b. #Hapsal Umum Pemsagang Sahas lalnnvs ssianiuinys—- -
gdalas Angoaran Dasar dissbult Rapat Usum FPenegang
Saham Luar Blesa yvaitue Rapst Umon Fenegans Sachain

yaryy diadakan sswaktu—wakiu berdasarkag———-—e -

L Baahian o e e e e e e s e e

2. Tatilah Repat Usum Pergegang Ssbam dalas Angdarare

reduanva, yvaltu Rapat Usume——-se

Dager int beraroi
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Femenang Saham Tehuwnan dan fapat Unum Pamegang-————-

Baham Luar Blasea, ketuali dengan tegas dinvatabkarre

R B o Bttt T o o A Mt o S o o o 8 P e
“““““““““ RAFAT UMUM FEREGANES SakiaM TﬁHQW&%.M* e S e
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Famal LBl o o i i o s s = e

1. Rapat Umun Peregantg Bahan Talunan dizelesnagasr akan-—
tiap tahun, paling lambsat & f@m&m; bulan setelahkh—

tarn DUk FPerseroan L hiitiig o e s o s et 25605 o e s o0

! 2. Dalam Rapat Unum Peoegang Ssham Talmima@n g o o e
[ &. Dirsksi sergajukan perhdtangan tahunan yaogg————-
terdiri dari neraca gan perhitungan laba sagiooe
dari tabun Suku vang hersabflubars ser Lae e mam—

panislasan atas dokumen terssbatbt unbul mendaasi-

pEngesai@it Papat . o eeseees e — e o
I . Direksi mengsiuvkan laporan Lahunan mengenaieo——eo
keadaan dan ialzanve Peresrosn. hEsil yang fTelsh
dicapsi, Rerkiraan agngenal perlbamliangen -
Peragroan dimasae yang akan datang, Keglabayy-—-—-—-—
vhama Ferseroan dan perubahannyas sslana tahur-—--
puler serta rincian masalah yang bimbul selama-e

tarurs buiku yang smempangaruhi baeglatan Fersacosan-

wmtbul mendapatiar persstuiuan ragat. w—ooemme— e —
o, BDipubtuskan penggunaant labs Persesosn, ——momssese

G. Dapet gdiputuskan hal-hal lsin yang ifsigh di-——r
ajuban dengan tidak mengurangl ketenboan odal un-—

DU (A ST EIEUB AR o mr o o s o e s e s A St i 2 s e

. Pengesahan perhlitungan tanunan oleh Rapabk Langgeee oo
Femegang Sabam Tahunan, berariil meaberviban -

pmlunasan dan pemnbebasan tanggung Jaweb sepenubhnya-
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4 kepada para anggota Direksi dan Eomisaris aclam—e e
pengurisan dan pengawssan yvang telab dijalankan—-—-—
selamsa tabun buks yvang laluy, sezauh Lindaksn e

tereebit tercersin dalas perbllupgarny Laimerean . e eme—

4, @Hrabila Direksl atay Hosisaris lsiasi unitul secsee—o
menvelaenggarakan Hapal Unuwe Pessgang Sabasm Debaasen—
pada wakituw yang telab ditentukan, maka pemsgarge -
sabhan borhak semanggil sendiri Rapsat Uove Femegang-
Sxhiam tahunsn altas blava Fersercan seitelab mendapst

ilzin dari kKetua Fengadilan Negerl yvang dacrah e

rabivimrya meliputi tenpst kheduduwkan Ferseromn, ——e-—

i e ROPAT UMUN FEMEGANG BAHAN LUAR BLASE o

o e g s e e em e e WP Y O :l’;‘ P N

1. Dirsbaei atay Komisaris bgruwenarng senyelernggarabkan--

I Rapat Uman Femegang Saham Luar BLAGER, s s e —
t Ze —Dirveksi: staw Homisaris waiib memangegil dan — oo

meriyelengiarakan Rapat Usum Pemsgsng Saban Laar -
Biaza atazs pernintasn tertulis dari 1 (2atu) e
penegang sabam atsy isbibh vang bHErsSama-SH&ME —— e
mmwakili L7410 {(satu per sespulubl bagisn dasrd daslal
==luruh saham dengan b2k suara yvang sab, ——— e —e—-
~Fermintaan tertulise tersebudl harus disampaibkar -

secara tevcatzi dengan mesnvebuthan hai-bad yang ---

hertdak dibicarakan dissrlal alasarnmya. e s o,

F. Apablila Bireksi atas Homisaris lalai unbok————eeee

marryelienggarakan Rapat Umum Pemagéang Sabuan Ioar —--

Siazna sebasgaimans dimaksud dalam avel £ selelabh——

Toewat wabkiu 30 {tiga puiuh} harl terhitung sejal - -

\ suredt cerminmtaan itu diterima, maks pEasgamyg sabhen

N
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4 vang bersanghkutan berhak memanggll sendiri rapaieee—
atas bDiavae Fersergan seiglab mgndapat izin dar jie——

reltus Pengadilan Neggerl yang dasgrah hukummiysee e,

mielipril temnpal KetdudUREn DErSerQan . = s s v
4. Felaksanzan rapat sebagalimana dimaksud dalam ayat 2
harus memperhatiban penetzapan Keltua Pengadilary——-we
Nggeri yang smemberl izin terssbud. e — o
o e i e e FEPMELT DRN FEMANGEEIL AN RAFAT —— <o
e o RS PEMEGANG  BRAHAM e

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Fagal TO o o s e

1. Rapat Unum Pemegang Sanam diadakan ditespat kedudo-
kan Ferseroan atald ditsapal Ferseecan meslakulsrr-——-
Elien Tl Nt o - o R e iy gy 7 e
] 2. ?&manggiiéw Hapat Usus Pemegéang Sahan dilakubkar-—e—-—
dengan surat tercatat vang harus dikarism palicmg-—o-
iambal 14 {smpat belas) berid sebelanm tanogs)l rapat-
delam nal yang mendesak Jangka wakiu tersehut dapast

dipersingkat paling lambst 7 {(tujuh} hari ssbelamn——

i L m L P @ h L s o o v o i i o ot s i s i s
Tao~Panggdlan Bapat Unve Pesaggang Sahan barug————- v
mencantuskan bari, tangaal. fam, GemnmEsi darn alxe &
rapat dengan disertal pemboeitabuzn batwa habdee-——e
vang akan diblcarakan dalam rapaet terssdis dikanior
Ferggroan muwiai deri hari dilabukan pesoangodl seee-—s
sampsl dengan tanggal rapat diadakan. e memerse v
~Panggilan Rapat Usum Femegans Baham Tahunan harus—
pula mencardhumbkan bahwa lapoyran babunan sebagaimans

dimabsudkan dalam pasal 14 ayvat 2 telah tersedis di

\\ Barihiyr P r G @I o o o e e s s (T
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wwwwwwwwwwwwwwww PIMPINAN BAN BERITA ACARA ——m——— e
e e s s BT LML PEREGSME SOMAM e s v
__________________________ st EF T TH 1 emiamnts o o ki i b 1 e o en
I, Apabila dalam Snggaran Dasasy tidabk ditentubary Laine
make Hopal Usun Feoscang Sabham dipimpin olshy ————ee
Direkiue ttama daliam hail Dieekiur Utass tidak ada——
stay berhalangan harensg sebab apaspun hal sana Lidak
periy dibbktiksn kepada plbak keliga, rapal e
dipimpin oleh seorang Divektur, dalam hal Direk o
tidak sds ataw berhalangan Basrenas sebab apapun bal-
mana tidak perlu dibukiiban kepada pibak khetigs, -
rapat dipimpls olebh galah seerang snggoita Komigaris,
datam hal semua anggota Fomiseris tidak hedirs stauw-
barhzlangan khargnza sesbaly apapurns hal sans Lidak-eeee
peyiun dibuktikan kepads pitmk ketigas, m&ka rapst di
plLnpin oleh sebrang yvang dipilih oleah dan dariee—me
antara mepFska yvang bhadir dalam rapil . e e e e
2, —Dari ssgals hal vang dipicarskan dan diputushan——

fApabila sesus pemegang sabam dengan hak suars yang-
sab hadirv abtae diwalkili dalam rapat, saka pemang— ~
gilan teriebib dabulu sebagasimana dimaksud dalam——-
ayvat T tidak menjacdi svarat dan dalam rapat {tu——me
dapat ambil] keputugan varg sabh zerta mengikat me- -
mesnsd hal yang s&kan dibicarakan sedangkan Rapat-e
Haam Feregeng Sahao dapat diselsnggarabksn disanapuin

Juga dalam wilavsh Fepublib Indonesigo-eessss s smese

dalam Rapat Usum Peosgang Sabem dibust Reciits soers.
Rapat, yvarg darntuk pengesabannya ditanda-tangani-- -

oleh Ketua Hapat dan seorang pesrgang sanasm sbau—-
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//fkm&ga paemegard saham yvang diturniuk oleb dan dae e

antars mereha yang hadly dalam rap@h e — e e o
—Barita Acara Rapat tersebuil menjiadl buktl yvang sahb
terhadap semsus pemegang sanam dan pihsk ketiga———e

tentang keputusan Jdan segala sgsuatu yang terjsaci-——

gdalam rapab. ] T S Ml YA 1 A bl A 4 i St i 2 e

Fenanda-tanganan vang dissbksug dalam avat £ passi-—

i

ini tidak disyarathagn apaplila BFerite Acara Raped @i
buat dalam bentilk akts HoLaris . e

e e e—eeee EORMAEE L HGED BUARG DaR KEPLITUSAON e e — i

L.m, Fapat Unum Pemegang Dahosm dapat dilangsangkap---
apabila dihadiri ocleh pemegsng sabam vang mm-— o~
wak ili lebint dari ssdikitnya 275 {dua per tiga)-—
Pagian dari Jumlsh ssloaruh sabem dengan bhak susica
vang sab yang telab dilelusrkan Fersarpan , oo e

pecuall @épabila ditentobkan lain dalam Snggaran—--

DEsayr ARl e o o et e e e i s -
. Dalam hal korun ssbagaimnana dimasheud dalam ayale-
1.8 tidak ftsmrospai. make dapat disdahan-————-——-
PEERAGGEE AN MRERE GGG . e o s s e 1
U. Femanggilas sehagaimans yang dimskswd dalam ayvat--
1.8 haris dilakukan paling lambat 7 (hujuby beei-

sebelum rapat diseisngogarakan tidak Lermaasil o

tangoal nanggilan dan Langgal rapal .o o oo o
vi. Fapal Fedua gisslgnaogerakan peling cespst 10—
{semilan; haril dan peling lambat 21 (Hos peiante—-
matul Pari terhdlung sejal rapal perisng .-

@. Rapai Kedua adalab sap dan berhak mengambkil—-o-oee-
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¥
/{’&&putU$am varg menglkat apabilas dihadiri olebv————
pemepang saban varg mewakili sedikitnya 2% fduae-
per tiga) bagian dari jumlah seluruh ssham dengan

Nnak SUara Yamng Saly . ocreremms s s s s i et e

—h
*

Palazun bal kordam reapat kadus tidak ftercapki, maka-—
aras perochonan Persercan korum ditetaphan oiale-
Fetun FPenoaadilan Negeri yvang wilavahhwa melipuil -
tempat beduddban Pere@rQadn . oo s s o i s s -

FPemegang saham dapat diwsgkilil oleh penegang sabame-

} lain atsy orang iain dengan sural ugsa, oo

{ I, Ketun Rapst berhask memnints agar surst hossa antuie
mawskili psaegang saham dgiperiihatbian bepadarny s
pade wak it rapat diadakan.-——— R ™ — " T T o

! 4. Dalam rapat, tiap sshap meEaberikan hak hepagae el

pami Tikoyvae anitue mengeluarkan L (asted) susra. -

i D. Anagoots Direksi, anggota Komisaris dan haryawan—-

Ferasegroan Doleb bertindgak selskn boasss dalasm vapal
FEgRA EREFa vang mersiks kelusrkan selsin koass oo
dalam rapat tidalk dibdtung dalam peemngutan sunra.
Fapungulsrm sasersa menogenal divi orang dilakubarn -
dengen =urat Yertotup yvang tidak ditanda—-ltanganz
gain mengenal el ladn secara lisan, kecuall spabi
Fetua rapat mensnituban lain tanpa sde boberatan -
dari peesgeng sasnat vang hadles dalam rapsi.-—ee—
Suara blanko atew suara yang tidsk sah dianageaps-—
tidab ada dan Lideh dihilurg dalilam mensntubkan-——- -

jumiah susrs vano dikeluarbar galam vepal. ———— -

4

~Zeonpiia kepatusen diamidil bardasarkan musyawaieades

.Jw?méuk FLTaal, dalam hal keputusan berdassarkan--
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,f/mu%yawafah wibuk mufakat tidak tercapai, makbp————o—
beputusan diambil dengan pemunguian Buara berdaase—
Ban suara setuiu sedikitnva 273 {dua per Lige me——
bagian dari jumlah suara vang dikelusrkan dengan———
sah dalam rapat, ketuali apabila dalam ARG Ry e

Dasar inl ditentuban lainm.s————ee———— o oo

~HBpablla jumial suara vang setuiuv dam tidak seltoju-

sams banvaknva, maka wead ditolak oo — e
?. Pemegang saham dapat jugs mengambill kesutusan wvang-—
wabh tanps sengadakan Rapatl Usus Pemegantg SBahan, ————
dgngan Retenituan senus pemegang sahbam telab dibeei-
tam: segara fertulls dan ssauas pesmegang saboo sen-—
berikan persebuiusn mengsnai usrl yvang diaivkarn——o-
secara hErinlis serie menanda—tangend perseiajusree-
targebul, Hepulusan yvang diambil dengan oapasee -
demikian mempunvaid bkekuatan vang sams dengan-————-—--

Eeputusan vang diambil dengen sab dalam Rapal Limume

F’Eﬂ?&?gé&}l‘?{} TR e FHEUITY g 7o o o o o T o e it 4 B b bt o s
VP SR, ", TS .
S A R e e e e S WA A 8 e T P&%&} 33 ———————————————————————————

1. Labs bgvrsih Perssroan dalam Eugtu Labn bBudiu e e
geperii tercantun dalam neraca dan perndiungan lasbha
sl yang telat disaibkan oleh Rapst lhwws Pemegang--
Szham tabunan, dibagi menurut cars pengaUnaaniiya—-—
vang ditentubkan oleh rapat borsebul. - e

Z. Dalam hal Rapat Umas Pemegeng Saham tahunan tidake-
mEnsalukan cara pengolnlannya, aba beirsit sslelahe
Hibkuraagl dengzh cadangan vang diwaiiblkan olghy———

andang-undang dan Angasran Dasar Perseroan dibagi- -

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH Ul, 2009



-

mat

sebagal dividen.——oosemme e e e o 0 £ 0t i o
k]
Apabila perhitongan laba rugli pada suaitn Daiany) buks
mEran jukan kerugian yvang tidak dapat ditubtap dengar
dana cagdangan, makaz kerugdan itu akan tebtasp dicats’
darn dimassukkan dalam pgrhiiungan labs rugd dan—-———
dalam ftahun buku selanjuinys FPerseroan disnggap-——-
tidak mendapat labs selame Eerdglan vang bhercatat—
dan dimasgkkan dalam perhitunigan laba ruagi Lhu-——-
heluwm sams SERalil LerLUdug . o e oo e s s e st st ot s e
~abia vang dibsgikan ssbagal dividen yang bidgke-e
diambil dalam wabkty S5 {lisa) Lahun setslabh disgdis
Ean wunibuk dibavarkan, dimasobian bedalss dana oads
rgan varg Bhusas dipsruntukian urdok o, e — e
“ividen dalam dana cadangan khuzus oerssboul dapat-
dianizil mleh pepegang sahem vang berbizk sebe o
Tgwativve Jangha walktn 8 {lima) tahun dongao aaphivas
paikgm mikti haknva ates dividen terssbual vang-e-—-
dapal diterimsg cleh Dirglksal FirSorGan . s mos o
~Dividen vang tideak diambil setmlabh leawaet wak i

tersahut mendadi milik Persmiooas . e o s e

e FENGBUNAAN DANA CADANBAN e

e e Ak At ot oo s oo, Fon i e e S e ik ot gzegg‘s&}. ﬁj} B e crrt s o e A vt e v o S S 3 o i I At B

1, Bagian dari labs vang disetdizken unbtul ganmge e -
radargan ditentukanr oleh Bageit Umwe Feaspany maham:
dengan mengindabban peratiran m&rundangwund&nman*~;
YEME @I L @FLL 0 = oo o o i s i e

Z. Dane ceadangan sampai dgengen jumlzh sediind toys S0% )

{ehua puluh persen) deri osodal yvang dicempathan REgs

Ranye digunzban untul merutop kerugian yaniy dileeso
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derita olah Par%eruan,wMmm;mwwMWMMf~MMMw&——ﬂWWWme~~
Apsbila Yumlah dana cedangan telair melebihi fwumial-
sedibkitnys 2074 (duas puluh persen) dari sodal yvang--
ditempatkan fersebut, msks Rapat lksus Poenegsang -
haharn dapat memutuskan ager jumlab dari dane cadang
arn vang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentu—-
kanm dalam ayat 2 digunakan bagl keperliudan Perassroza
Direhsd harus mengelola dana cadangan agar damna——--
cadangan teprsebut memperglish labea dengen cara yvarng-
disnggap baiv olehnyves dengan pgrestujoan Komisaris—
dasy dengan semperbatilkan geralras pgroodganguaodang
St e e | R - e "l ~ ™ 7~ ™ e e

e e PENGURAHEAN AKEBARGN DASER e s oo o

= e e e e e b e e BLF g om T TR i e o s e - im —n an rg  e -

~Fangubahan Anggeranr Dasar ditstapkan olah Rapale-——
Uimun Pamegant Sahaem, yang ditaedici clsh pemegang---
saban yang @spwakili sedikiioys 374 (higs porempsd )
Dogian dari sslurulh 2abhage yvana telab dikgloarkzoee—
varng mpmpunyai hak suars yang sabh dan Hasputusan e
diaptuiui wleh sedibitsyva 374 {tiga peremP=i ) ————
bagizn dari jusiab suara yvang dikeluschan dengaiges-
it Ol iz £ a L b e e e 4 ot st
~Fargabahan &nggaran dasar tmresbai hacus dibual-—
dgngan askta NMotaris dan dalam balass INdOraslac. e
Pangabahan heztontuen angg@simran dasar yainy] meiyanghlul
perivubaban namne. seheud dan tujuan, kesglsitan usaha,
Janglka wak iy bardivinys Perzsercan, bhesarnya godalf -
gk

Dasgar, penourangss modal vang i tespstbar dar di-—-

aetor dan gengubahan sharus Parssroan ber bl e
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meniaci Fergercan {orbuka atau sebaltidnva, wijiib—
mgndapat persetujuan dari Menterdi Kehakimarn dar—-
Mak fsasl Marnusias Republiiz Irndonesils, —— e eee.
Ferngubahan Angaaran Dasar selain vang menyanghkut -~

hal--bal yang tsesebul dalam avat £ pasel Lni oubuap

-
F

gilaporkban kepadsa Menteri Fghatiman dan Hak Osae
Flamwgisa FRepublid Indonegsie dalam waskiy selamlso nve
14 {empat belas) hesri tsrhitong sejak keputusan-—-
Hapat Delm FeEasgesog Sabham teniana pengubataern Cgre -
sabut derta didaftarban dalam waiib daflhayr Farusa

i«]iﬁ‘;&;—! o A R R S S o T M A S i s s 8 8 i s kG 0 S o o e Wk e 4 g e 7 =

Apablla dalam rapat yaig dapaisud gdalam awysil bLo-o

hovum yang ditentukan tidak tercapsi, maba paling”

cepat L0 {sspuluh) Bard cdan paling lambabh 21 (gua

i

e iidy satl) hari setslabh ranet pertamas L0 dapai-

|

diselenggsrakan rapst kadus dengan syaralt dan ace

L

varig Bama sEpEirir vang dipsrlusan wonteal espalt e-—
prrtama, kecusil ;engsoas Jangha wsbtu panggilaces
farrus dilabkukan paling lembat 7 (Goduld hard se-

eluwn rapst kedoae tersetl Lidal bermamal Lsigoe )
parigailian dan Lentgal rapsit dan heputusan disetu}
sadilkitnya 3/4 {(Liga perempat? baglan davi jumial
susra yang dikesluzarikan dengan sah dalas rapat, -
Feputusan sengenal genguracmgan sadal haros dipoard
tahukan secars tecrtulls koepads semes Rraditor———-
Forsergan dan oiuvmuambian oleir Dirskgr dalam surab
Rabar harian berbahass Indesesia vang ta&vrbit dare
ataw bereday secars lues di bteeopat hedudakas FPors

K

Foran dan dalam Berita Neogars paling lssbat 7 (va
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hari sejak tanggal keputusan tentang pergurarigain-—-——

modal terseput,---———1——"—m—"Hm—"—"-—"——————,— .
——— PFPENGGABUNGANM, FELEEBURAN, DAN FPENGAMBIL_ALIHAR —— -
_______________________ Facal Pd —r e L
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundarng-—-
undangan yang berlaku, maka penggsbungan. peleburan
dan pengambilalihan, hanya dapat dilakoekan ber- ———
dasarkan keputusan Rapat Umum Femsgang Saham yang-——
dihadiri cleh pemsgang saham varng mewakili sedikirv-
nva /4 (tiga perempal) bagian dari jumlabh seluruh-—
caham dengan hal suara yang salbn dan keputusann di-—-——-
setujui sadikitnya 3/4 (tiga perempat) bagiarn dari--

jumlah suara yano dikelusrkan dengan sabh dalasn - -

A e~ — — — i — — i — — — - — g e R
2. Direksi wajib mengumumntan dalam 2 yduas) suralt lkabar
harian mengenai rencana pengoaabungan, peleburan dan
pengambilalinan Ferservan paling lambat 14 (emppat--

belas) hari sebelum pemarigoilan Rapat Unum Femegang

Sahan-l 4 e e S o e e Al e et e e
e e e PEMEUEARAN DAN LIRKUIDAS]L ——— e
______________________________ r"a!:-lrtl 'i :l?' e e e e o et e

1. Dengan mengindahbkan keterntuan peraturan perundang—-—
undangan yang berlaku., maka pembubaran Ferseroan——-

hanya dapat dilakuban berdasarkan keputitsan Rapat--—

Umum Femegang Sabam vang dinsdiri oleh pemegang-—--
maham vang mewakili paling sedililt 374 {(tiga peren—
pat}) bagian dari jumlah seluruh saham dengan nak-—-

susira yang saln dan disetujwi oleh paling sedikil———

\ 374 {tiga perempal) bagian deiri jumlah suara yang--—

AN
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y v

’quah yvang dikeldarkan dalan mapat . e mme i i e

i‘z-

ik

o~

fpabile Pegrsgroan dibubsrkan, bkaik karens bearaiiar-
nya janghks wakitn berdirinya atao dibubarbkan e
bardasarian bFepultusan Repat Usus Fesmegarg Dadam —-
atan karsna dinvatakan bubar berdagerban senobaan-

Ferngadilan, maka harws disdakan likuildasi oleb—r-—-

likuidaior,——————w—— e e e e =
Direbsi bertindak ssbagai likuidator apabilia dalam
Feputusan Rapat Umum Pessdgang Sanhss stau perasiapans
sehagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidaek sernuniak---

;l,' i ig\w‘ i dg‘ t(}?— T A A 0 A Wl 44 il . W1 044 TS 0 N i R s 4 e

Upah bagi para likuidetor ditenioulan wleh Hapesib—-

Umin: Pereganyg Bahas stas Fenstagan FeErgadilan .-
dbuidator walib mendatyCarkan galam wajis daf apy o
Ferbsabaan, menpurminkan galam Berits Megars darg -

galam % {(dus) suwrat kabzar bsrrian vang bhoerbhia o aban
bheredar ditempat ksduduban Ferserban alau LeoDei- -
kegiatan usahia FPerseroasn seria memberivabmiioan - o —
repaga Menterl Kebhabiman dan Mak Apesl Mavusis -
Reaceiat ik lodonesia palicgg lambab 36 (oiga oy

Mari solsk Porseeosn ofibubsgrBar . e v s v

Anggaran Dasar sepnsrbi yang ftermakbul dalaw abba

pendirian beserits pengubahannva dikenudian harl

“tetap beriakua sampeli dengan Langgal disahikamiyez

perhitungan likodidasi pleh Rapat Usws Pemnegarng
Sahan dan dibgrikannva pelunasan gan pgabebasan -

sepenulnya bepads para Likuidator . - mmm—

o e e S ERATURAN PENUTUE oo mees e = -

e b 45k et il . i ot e P i o e s p&l%é 1 28 et .k R S St S e i £ e S At v s 4 R
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/

f ~Segala sesuabu yvang tidak atau belus cubup distur weee

i

dalam fAnggaran Dasar ini, eaka Rapat Usus Pemegang e
Saham varng SEARN MEMUTUSR S . o e e e i s

~Belaniuinya parz penghedap meneranghan, Dmbws e

Io-PMenvispang dari ketentuan dalam pagal 10 dan pasal -
13 fAnggaran Dasar ini mengenal tata cara pengantka -

tan angpota Dirceksl dan Komisaeis, btelah diangkas g

582 BARE] B E oo e e i s s e i e i ok e o e £ S
~ i rektur Dtans : —panghadan Tuan e
Flastor of Busingss ——— s —ee

Sodmindgiration bargebubireeeme

% o Eomdsarls r -penghadap Nyonys BESERK -

TErsSEBLIL .« e
~Fanganghkatan anggota Direbel dan Focisaris Leraabud-
twiak ditering oleh masinge-smesing yang bersangkutan -
gdan havus disahban dalam REagat Usus Pessgang SDabhas
vang poriams kali diadsksn, setelah Akte Pendirvimn oo
iri mendapat pengecahan Menlesrl Rebhakiman dan Hal e

Heasi Marusie Republibk indeneslia, - ————————— e

CT-E‘.T[

o A NI AL ST N

pagabal kandor Noitaria e
bertanpat-tinggal di Tangerang, bBalk bhersamac-ssom oo
mavinun serueiiri-sendirri dengan habk antul sseindaikan
kebtussaan ind Hepads orang lain dikuasskan anitah e
mpnahon penpesanan ates Anggaersn Dasar ini sy
ingtansl vang bersenang den untuk sembuat perebatiace -

dan/atay  tambahan  dalam bentul  yvang  Dbageaimanaioan

Q\\jugé}. varg  diperlukan itk msmpErolah pENGRESban
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f teraebut dan wanituk mengaiukan semua pmemohoman dan

dokumss lainnya untuk memiiih tempal beoudukens dan
wretaik, melaksanskan tindaban lain  vang diowr lukar
wwwwwwwwwwwww GEMIKTANLAR BITA TNE —eeeomes o ot e
- Dibuat dan dilangsungkan di Tangereng, paods hased -
dan tanggsl tersebult distas, dengan dihsdiria e

i. Myaonva

2. Myraya
Eeduanya  pogawai kgntmr NMotaris, bDeriesmpat Linguy
Tanmygerang sebagail para seksi. S e i s
giziah akitz ini savs, MNotaris, bacekan bepeda paro

peceg adan dan para sasksil, sk akla ind segars e

diitandatanygsni  oleh para penghatdsp. para salimn
BAY S, T S 17 L e s s e e e s s e S o

- Dlargsunglan dengan fios perubaban dziab guas -—e
Larena tambanan dan saia karenas coretan dengso ——
MBI EL QEU TRV E ¢ s i i e T s
- Akta aslioya ditanda-tanganl ssodkuphiyva. oo

~ Ribmrikan uptuk JALIMNAN vang sama Dunyinys. —ooees

.,

MOETAR TS B1  SRGEERAMY
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